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ABSTRAK 
M. Hilman Nugraha (B111 12 147), dengan judul “Tinjauan 
Kriminoligis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Yang 
Dilakukan Oleh Guru Kepada Murid  Di Lingkungan 
Sekolah”. Di bawah bimbingan bapak Muhadar sebagai Pembimbing I 
dan bapak Abdul Azis sebagai Pembimbing II. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab 
terjadinya kekerasan di lingkungan sekolah dan cara penegak hukum 
memberantas tindak pidana kekerasan di lingkungan sekolah. 
Penelitian ini dilakukan di Polrestabes Makassar, Polrestabes 
Gowa, SMAN 1 Makassar dan SMAN 1 Sungguminasa. Data yang 
diperoleh dengan metode wawancara dan observasi, kemudian dijadikan 
bahan kajian dari sudut pandang kriminologi sesuai dengan fokus penulis. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya 
kekerasan di lingkungan sekolah ialah perilaku dari siswa sendiri yang 
melanggar tata tertib sekolah sehingga membuat guru terkadang 
mengambil tindakan-tindakan kekerasan. Meskipun begitu terkadang guru 
juga mengalami beberapa tekanan kerja dan emosi sehingga langsung 
mengambil keputusan untuk melakukan kekerasan fisik kepada siswa. 
Upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan di lingkungan 
sekolah dapat dilakukan selain menerapkan Permendikbud dengan efektif 
juga dengan menerapakan pendidikan tanpa kekerasan, mengutamakan 
dukungan terhadap potensi siswa bukan hukuman,  mensosialisasikan 
konsekuensi apabila melakukan tindakan kekerasan, menjalin komunikasi 
dengan orang tua siswa, dan membangun suasana pendidikan yang 
kreatif dan menyenangkan bagi siswa. 
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ABSTRACT 
M. Hilman Nugraha (B111 12 147), with the title "Criminological Review 
of Violent Crimes Comitted by Teacher to Students in School 
Environment”. Under the guidance of Muhadar, as Supervisor I and 
Abdul Azis, as Supervisor II.  
The purpose of this study was to determine the cause of the 
violence in the school environment and the way law enforcement combat 
criminal acts of violence in the school environment. 
This research was conducted in Polrestabes Makassar, Polrestabes 
Gowa Makassar SMAN 1 and SMAN 1 Sungguminasa. Data obtained by 
interview and observation, then used as study materials from the 
standpoint of criminology in accordance with the focus of the author. 
The results showed that the causes of violence in the school 
environment itself is the behavior of students who violate school rules so 
as to make teachers sometimes take violent actions. Even so sometimes 
teachers suffered multiple pressures of work and emotion that it instantly 
made the decision to commit physical violence to students. Prevention and 
control of violence in the school environment to do other than apply 
Permendikbud effectively also through the choice of education without 
violence, prioritizing support for potential students is not punishment, 
socializing the consequences of acts of violence, establish communication 
with parents, and establish an atmosphere of creative education and fun 
for students. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Permasalahan kejahatan merupakan hal yang telah menjadi fokus 
setiap pemerintah dalam menjalankan negaranya. Kehidupan 
bermasyarakat yang terus maju dengan adanya perkembangan teknologi 
juga sejajar dengan perkembangan kejahatan. Kejahatan mengandung 
konotasi tertentu, merupakan suatu pengertian dan penamaan yang 
relatif, mengandung variabilitas dan dinamik serta bertalian dengan 
perbuatan atau tingkah laku (baik aktif maupun pasif), yang dinilai oleh 
sebagian mayoritas atau minoritas masyarakat sebagai suatu perbuatan 
anti sosial, suatu perkosaan terhadap skala nilai sosial dan atau perasaan 
hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan ruang dan waktu. 
Berdasarkan sudut pandang hukum (a crime from the legal point of 
view). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah 
laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu 
perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-
undangan pidana, perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan 
kejahatan. Perbincangan dan pembahasan tentang masalah kejahatan 
senantiasa meningkat seiring dengan meluasnya sajian media massa 
mengenai kasus-kasus kriminal yang menarik perhatian. Dalam keadaan 
seperti itu, reaksi sosial yang muncul pun beragam, bahkan tak jarang 
sampai pada respons-respons fear of crime (rasa takut atas ancaman 
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kejahatan) yang berlebihan atau semacam “kepanikan moral” sebagian 
warga masyarakat yang disertai pula tuntutan dan harapan peranan 
terhadap penegak hukum untuk mengambil langkah tegas. 
Salah satu bentuk kejahatan yang sudah tidak asing lagi di 
masyarakat kita adalah tindakan penganiayaan, khususnya yang terjadi di 
lingkungan sekolah. Penganiayaan yang terjadi di lingkungan sekolah 
umumnya dilakukan oleh guru terhadap muridnya. Meskipun berdalih 
bahwa yang dilakukan merupakan bagian dari tindakan mendidik namun 
dengan metode koersif, namun secara ilmu hukum pidana, tindakan 
tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan penganiayaan. Mengenai 
ketentuan terkait penganiayaan, dapat melihat pada Pasal 351 – Pasal 
358 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat  
KUHPidana). Pasal 351 KUHPidana yang berbunyi : 
Pasal 351 KUHPidana yang berbunyi : 
(1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua        
tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu 
lima ratus rupiah. 
(2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah 
diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. 
(3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling 
lama tujuh tahun. 
(4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan. 
(5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. 
        
Beberapa waktu yang lalu publik menjadi ramai karena kasus 
hukum yang menjerat beberapa guru dalam menjalankan tugasnya. Kini 
semakin banyak kalangan yang menentang digunakannya metode koersif 
dalam proses pendidikan. Publik tentu belum lupa dengan kasus Aop 
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Saopudin, seorang guru SD di Majalengka, Jawa Barat, yang harus 
berurusan dengan hukum karena mencukur rambut "gondrong" siswanya. 
Serupa dengan nasib yang menimpa Aop, seorang guru SD di Jakarta 
yang bernama Inho Loe juga harus berurusan dengan hukum setelah 
dilaporkan ke kepolisian oleh orang tua siswa. Loe dituduh mencubit anak 
si pelapor. Bahkan di Makassar sendiri, seorang guru SMK bernama 
Dasrul mengalami nasib yang lebih tragis lagi. Seorang murid dan orang 
tuanya menganiaya Dasrul karena sebelumnya Dasrul memukul murid 
yang bersangkutan. Padahal, alasan Dasrul memukul si murid adalah 
karena si murid bersikap tidak sopan.1 
Penganiayaan sebagai bentuk penggunaan metode koersif dalam 
proses pendidikan bisa dikorelasikan dengan beberapa aturan hukum 
sebagaimana menurut Pasal 13 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang 
Perlindungan Anak, (Selanjutnya disingkat UUPA) menyebutkan : 
Pasal 13 ayat (1) UUPA  
(1) Bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau 
pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, 
berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: 
a.    diskriminasi; 
b.    eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; 
c.    penelantaran; 
d.    kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; 
e.    ketidakadilan; dan 
f.     perlakuan salah lainnya.  
 
Pada intinya menyatakan bahwa setiap anak dalam pengasuhan 
orang tua, wali, atau pihak lain berhak mendapat perlindungan dari 
                                                          
1 http://www.calonsh.com/2016/10/03/metode-koersif-dalam-proses-pendidikan-dilihat-dari-
kacamata-ilmu-hukum-pidana/ 
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perlakuan yang salah satunya ialah kekerasan dan penganiayaan. Jika 
yang melakukan kekerasan dan penganiayaan itu orang tua, wali, atau 
pengasuh, maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman sedangkan  
Pasal 76 C yang berbunyi : 
Pasal 76 C 
Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, 
menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan 
terhadap Anak. 
Dengan adanya aturan-aturan di atas, penganiayaan dalam bentuk 
penggunaan metode koersif dalam proses pendidikan jelas sangat 
potensial untuk bisa memenuhi rumusan undang-undang pidana sekaligus 
bersifat melawan hukum dalam arti yang formil. Tetapi dalam arti materiil, 
penggunaan metode koersif dalam proses pendidikan belum tentu bersifat 
melawan hukum. Apalagi dengan melihat beragamnya pendapat 
masyarakat mengenai digunakannya metode koersif dalam proses 
pendidikan, tidak mudah mengklasifikasikan persoalan ini sebagai suatu 
perbuatan pidana atau bukan. 
 Tindakan penganiayaan, khususnya yang terjadi di sekolah, 
sejatinya telah mencoreng dunia pendidikan. Pendidikan merupakan 
proses, cara atau perbuatan mendidik. Pendidikan bertujuan mengubah 
tata laku atau sikap seseorang dengan jalan membentuk sikap atau 
perilaku orang tersebut. Perilaku akan membentuk kepribadian seseorang. 
Kepribadian berkaitan dengan pola penerimaan sosial. Seperti dalam 
bukunya, seseorang dengan kepribadian sesuai pola yang dianut 
masyarakat akan mendapat penerimaan yang baik. Sebaliknya, apabila 
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seseorang memiliki kepribadian yang bertentangan dengan pola yang 
dianut masyarakat maka ia akan mendapat penolakan dari masyarakat 
tempatnya hidup. Pendidikan berfungsi membentuk kepribadian setiap  
siswa agar dapat diterima oleh masyarakat tempat ia tinggal. Selama ini, 
pendidikan di sekolah menekankan pada keberhasilan akademik saja. 
Padahal, keberhasilan lain yang tidak kalah penting adalah keberhasilan 
dalam membentuk pribadi siswa. 
Dalam upaya melaksanakan pendidikan di sekolah, dibutuhkan 
berbagai faktor pendukung. Salah satu faktor tersebut adalah kondisi 
kelas maupun sekolah yang kondusif bagi siswa, yaitu kondusif secara 
fisik dan non fisik. Kondusif secara fisik meliputi kondisi bangunan, fasilitas 
serta lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan pendidikan. 
Sedangkan yang dimaksud kondusif secara non fisik adalah terjaganya 
suasana sekolah. Sekolah dikategorikan kondusif secara non fisik, bila 
sekolah tersebut mampu menciptakan suasana yang damai atau peaceful. 
Berdasarkan hal tersebut, penulis mengangkat sebuah penelitian yang 
berjudul: “Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan 
di Lingkungan Sekolah”. 
 
B. Rumusan Masalah 
Adapun rumusan masalah yang penulis akan bahas, yaitu: 
1) Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan di 
lingkungan sekolah ? 
6 
 
2) Bagaimana upaya aparat kepolisian dan pihak sekolah dalam  
melakukan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan 
sekolah ? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu: 
1) Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan di 
lingkungan sekolah. 
2) Untuk mengetahui upaya pencegahan dan penanggulangan tindak 
kekerasan di lingkungan sekolah. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu: 
1) Penelitian ini secara teoritis berguna sebagai upaya 
pengembangan Ilmu Hukum Pidana khususnya mengenai sebab-
sebab terjadinya kejahatan atau tinjauan Kriminoligis. 
2) Penelitian ini secara praktis dapat memberi jawaban atas 
persoalan-persoalan kriminologi serta menjadi referensi khusus 
bagi mahasiswa yang menggeluti ilmu hukum Pidana, mengingat 
perkembangan ilmu hukum Pidana yang mengalami banyak 
permasalahan dan membutuhkan suatu pemecahan untuk 
menjelaskan semua itu, tentunya diperlukan suatu kontruksi 
pemikiran sehingga dapat memecahkan bersama. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Pengertian Kriminologi 
Kriminologi termasuk cabang ilmu pengetahuan yang berkembang  
pada tahun 1850 bersama-sama dengan ilmu sosiologi, antropologi, dan 
psikologi.Nama kriminologi pertama kali ditemukan oleh P.Topinard (1830-
1911), seorang ahli antropologi Prancis. Intinya adalah bahwa Kriminologi 
merupakan ilmu yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi 
yang ditemukan oleh P.Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologi 
Prancis, secara harfiah Kriminologi berasal dari kata “crimen” yang berarti 
kejahatan atau penjahat dan “logos” yang berarti ilmu pengetahuan, maka 
kriminologi dapat berarti ilmu yang mempelajari tentang penjahat dan 
kejahatan.2  
Sedangkan Wood mengemukakan bahwa : 
“Kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh 
berdasarkan teori atau pengalaman, yang bertalian dengan 
perbuatan jahat dan penjahat, termasuk di dalamnya reaksi dari 
masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat.” 3 
Selanjutnya Moeljatno berpendapat bahwa Kriminologi adalah 
untuk mengerti apa sebab-sebab sehingga seseorang berbuat jahat. 
Apakah memang karena bakatnya adalah jahat ataukah didorong oleh 
keadaan masyarakat disekitarnya (milieu) baik keadaan sosiologis 
maupun ekonomis. Ataukan ada sebab-sebab lain lagi. Jika sebab-sebab 
                                                          
2 A.S. Alam & Amir Ilyas, 2010, Pengantar Kriminologi, Pustaka Refleksi, Makassar, hlm. 1. 
3 Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, 2001,Kriminologi, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 12. 
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itu diketahui, maka disamping pemidanaan, dapat diadakan tindakan-
tindakan yang tepat, agar orang tadi tidak lagi berbuat demikian, atau agar 
orang-orang lain tidak akan melakukannya. Karena itulah terutama 
dinegeri-negeri angelsaks, kriminologi dibagi menjadi tiga bagian: 
1) Criminal biology, yang menyelidiki dalam diri orang itu sendiri akan 
sebab sebab dari perbuatannya, baik dalam jasmani maupun 
rohani. 
2) Criminal sociology, yang mencoba mencari sebab-sebab dalam 
lingkungan masyarakat dimana penjahat itu berbeda (dalam 
milieunya). 
3) Criminal policy, yaitu tindakan-tindakan apa yang disekitarnya 
harus dijalankan supaya orang lain tidak berbuat demikian4 
Menurut A.S. Alam ruang lingkup pembahasan kriminologi meliputi 
tiga hal pokok, yaitu: 
1) Proses pembuatan hukum pidana dan hukum acara pidana. 
Pembahasan dalam pembuatan hukum pidana meliputi: 
a. Definisi kejahatan 
b. Unsur-unsur kejahatan 
c. Relativitas pengertian kejahatan 
d. Penggolongan kejahatan 
e. Statistic kajahatan 
2) Etiologi kriminal yang membahas sebab-sebab terjadinya kejahatan 
yang meliputi: 
a. Aliran-aliran kriminologi 
b. Teori-teori kriminologi 
c. Berbagai perspektif kriminologi 
3) Reaksi terhadap pelanggaran hukum, (reacting toward the breaking 
of laws). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada 
pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi 
terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan 
kejahatan (criminal prevention). Selanjutnya yang dibahas dalam 
bagian ketiga adalah perlakuan terhadap pelanggar-pelanggar 
hukum (Reacting Toward the Breaking laws) meliputi: 
a. Teori penghukuman 
b. Upaya-upaya penanggulangan/pencegahan kejahatan baik 
berupa tindakan pre-emtif, preventif, represif, dan rehabilitatif. 5 
                                                          
4 Moeljatno, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 14. 
5 A.S. Alam & Amir Ilyas, Op.cit., hlm. 1-2. 
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Perkembangan kriminologi ditandai oleh perubahan-perubahan 
ancangan (perspektif), pendekatan dan teori yang berciri multi-
paradigmatik, yakni tidak didominasi oleh sebuah wawasan atau 
paradigma tunggal. Proses pertumbuhan teori dalam kriminologi juga tidak 
hanya berhubungan erat dengan dinamika integral ilmu ini semata-mata, 
tetapi terikat erat pada konteks sosial sebagai kondisi objektif, yang 
mempengaruhi pemahaman atas realitas sosial kejahatan. 
Dimensi multi paradigmatik tersebut digambarkan oleh Charles E. 
Reasons yang mengemukakan, bahwa paling tidak terdapat tiga cara 
pandang dalam perkembangan kriminologi, yakni: 
1. Perspektif yang menekankan “sebab kejahatan dalam diri individu”; 
2. Perspektif yang memperluas wawasan mengenai penyebab 
kejahatan dan menggeser pusat perhatian dari individu kepada 
kondisi-kondisi yang “menghasilkan” penjahat; 
3. Dalam perkembangan selanjutnya, muncul perspektif berikutnya, 
yaitu perspektif yang dilandasi oleh meningkatnya kesadaran 
tentang sifat politis kejahatan. 6 
 
Bertolak dari pemikiran-pemikiran tersebut, dapat dikemukakan 
secara ringkas uraian teoritik tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi 
kejahatan, yang pada dasarnya dapat dikelompokkan kedalam empat 
golongan faktor, yaitu: 
1. Faktor-faktor dasar atau faktor-faktor sosio-struktural yang secara 
umum mencakup aspek-aspek budaya serta aspek-aspek pola 
hubungan penting di dalam masyarakat; 
2. Faktor-faktor interaksi sosial yang meliputi segenap aspek dinamik 
dan prosesual di dalam masyarakat, yang mempengaruhi cara 
berpikir, bersikap, dan bertindak individu dalam hubungannya dengan 
kejahatan; 
3. Faktor-faktor pencetus (precipitating factors) yag menyangkut aspek 
individu serta situasional yang berkaitan langsung dengan 
dilakukannya kejahatan; 
                                                          
6 Mulyana W. Kusumah, opcit., hlm. 113. 
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4. Faktor-faktor reaksi sosial. Faktor-faktor ini dalam ruang lingkupnya 
mencakup keseluruhan respon dalam bentuk sikap, tindakan, dan 
kebijaksanaan, yang dilakukan secara melembaga oleh unsur-unsur 
sistem peradilan pidana khususnya dan variasi respons, yang secara 
“informal” diperlihatkan oleh warga masyarakat.7 
 
Ketersediaan kesempatan yang sah untuk meraih tujuan-tujuan 
sosial, heterogenitas sebkebudayaan, pertumbuhan kebudayaan 
tandingan (counter culture), “urbanisasi”, dan kesenjangan sosial ekonomi 
adalah contoh kenyataan-kenyataan sosial yang seringkali dikaji sebagai 
sumber-sumber kejahatan oleh teori-teori kriminologi, yang melihat 
kejahatan melalui ancangan sosio-struktural. Dalam konteks Indonesia, 
pertumbuhan penduduk dalam hubungannya dengan keterbatasan sarana 
pendidikan dan lapangan kerja merupakan faktor-faktor sosio-struktural 
yang perlu diperhatikan, terutama dalam konteks kejahatan dengan 
pelaku berusia muda. 
Masalah kependudukan, ketenagakerjaan, dan pendidikan satu 
sama lain saling terkait sebagai faktor sosio-struktural yang mempunyai 
dimensi kriminogen. Dinamika sosial yang melatar belakangi kejahatan, 
terutama yang mengangkut pengaruh lingkungan sosial, dan juga 
merapuhkan peran pranata-pranata sosial kontrol, merupakan faktor-faktor 
interaksi sosial yang utama. 
Dalam konteks perkotaan, sebuah teori mengemukakan gejala-
gejala kehidupan kota, antara lain: 
1. Banyaknya relasi orang kota menyababkan ketidakmungkinan 
adanya kontak antara pribadi-pribadi yang lengkap; 
                                                          
7 Ibid., hlm. 116. 
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2. Orang kota harus melindungi diri sendiri agar tidak terlalu banyak 
terjadi hubungan yang sifatnya pribadi, mengingat konsekuensinya 
adalah menyita waktu dan tenaga ada padanya; 
3. Kebanyakan hubungan itu digunakan sebagai sarana untuk 
mencapai   tujuan-tujuan sendiri; 
4. Adanya semacam emansipasi atau kebebasan bagi individu untuk 
menghindar dari pengawasan kelompok kecil atau kesukaan dan 
emosinya. 
 
Tekanan-tekanan situasional dalam pelbagai bentuk kejahatan 
terhadap harta benda, peranan karbon (dalam bentuk mulai dari pasivitas 
sampai provokasi), serta penggunaan minuman keras dalam konteks 
terjadinya kejahatan degan kekerasan, merupakan contoh faktor-faktor 
pencetus kejahatan tersebut. Faktor pencetus ini muncul karena tidak 
kuatnya inner conttainment atau self-control. Akan halnya faktor-faktor 
reaksi sosial, kiranya perlu diperhatikan tingkat-tingkat reaksi sosial yang 
berbeda terhadap tipe-tipe kejahatan tertentu. Persepsi masyarakat 
tentang derajat keseriusan kejahatan sangat mempengaruhi sifat dan 
luasnya reaksi sosial.8 
Bangunan analisis yang telah dipaparkan di atas dapat 
dikembangkan sesuai dengan konsep-konsep yang dikaji di lingkungan 
Polri mengenai sumber ancaman (SA), faktor korelatif kriminogen (FKK), 
Police Hazard (PH) dan ancaman faktual (AF) sehingga dapat diperoleh 
ragaan teoretik: 
1. Faktor-faktor sosial-struktural; 
2. Faktor-faktor interaksi dan reaksi sosial; 
3. Faktor-faktor pencetus; 
4. Sumber ancaman FKK PHAF. 9 
  
                                                          
8 Ibid., hlm. 119. 
9 Ibid., hlm. 120. 
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Pengkajian lebih jauh mengenai kemungkinan penerapan konsep 
ini, baik untuk kepentingan penelitian akademis maupun kebutuhan 
penegakan hukum, tentu harus terus dilakukan untuk menguji kapabilitas 
teoretik dan konseptual. Secara umum dapat disimpulkan bahwa 
kriminologi mempelajari tentang kejahatan yaitu norma-norma yang ada 
dalam peraturan pidana, yang kedua yaitu mempelajari pelakunya yang 
sering disebut penjahat. Dan yang ketiga bagaimana tanggapan atau 
reaksi masyarakat terhadap gejala-gejala yang timbul dalam masyarakat. 
 
B. Kejahatan Dan Jenis-Jenis Kejahatan 
1. Pengertian Kejahatan 
Kejahatan adalah suatu persoalan yang selalu melekat dimana 
masyarakat itu ada. Kejahatan selalu akan ada seperti penyakit dan 
kematian yang selalu berulah seperti halnya dengan musim yang berganti-
ganti dari tahun ketahun. Segala daya upaya dalam menghadapi 
kejahatan dapat menekan atau mengurangi meningkatnya jumlah 
kejahatan dan memperbaiki penjahat agar dapat kembali sebagai warga 
masyarakat yang baik. Kejahatan adalah suatu nama atau cap yang 
diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu sebagai 
perbuatan jahat. Dengan demikian, maka si pelaku disebut sebagai 
penjahat. Pengertian tersebut bersumber dari manusia, sehingga ia 
memiliki pengertian yang sangat relatif, yaitu tergantung pada manusia 
yang memberikan penilaian itu. 
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Tentang definisi dari kejahatan itu sendiri tidak terdapat kesatuan 
pendapatdiantara para sarjana, R. Soesilo membedakan pengertian 
kejahatan secara yuridis dan pengertian kejahatan secara sosiologis. 
Ditinjau dari segi yuridis, pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan 
tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Ditinjau dari segi 
sosiologis, maka yang dimaksud dengan kejahatan adalah perbuatan atau 
tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan 
masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan 
ketertiban. 10 Selanjutnya adapun beberapa definisi kejahatan menurut 
beberapa pakar: 
1) J.M. Bemmelem memandang kejahatan sebagai suatu tindakan 
anti sosial yang menimbulkan kerugian, ketidakpatutan dalam 
masyarakat, sehingga dalam masyarakat terdapat kegelisahan, dan 
untuk menentramkan masyarakat, negara harus menjatuhkan 
hukuman kepada penjahat. 
2) M.A. Elliot mengemukakan bahwa kejahatan adalah suatu problem 
dalam masyarakat modem atau tingkah laku yang gagal dan 
melanggar hukum dapat dijatuhi hukurnan penjara, hukuman mati 
dan hukuman denda dan seterusnya. 
3) W.A. Bonger mengemukakan bahwa kejahatan adalah perbuatan 
yang sangat anti sosial yang memperoleh tantangan dengan sadar 
dari negara berupa pemberian penderitaan. 
4) Paul Moedikdo Moeliono kejahatan adalah perbuatan pelanggaran 
norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan masyarakat 
sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan sehingga tidak 
boleh dibiarkan (negara bertindak). 
5) J.E. Sahetapy dan B. Marjono Reksodiputro dalam bukunya 
“Paradoks Dalam Kriminologi” menyatakan bahwa, kejahatan 
mengandung konotasi tertentu, merupakan suatu pengertian dan 
penamaan yang relatif, mengandung variabilitas dan dinamik serta 
bertalian dengan perbuatan atau tingkah laku (baik aktif maupun 
pasif), yang dinilai oleh sebagian mayoritas atau minoritas 
masyarakat sebagai suatu perbuatan anti sosial, suatu 
                                                          
10 Syahruddin, 2003, Kejahatan dalam Masyarakat dan Upaya Penanggulangannya, Fakultas 
Hukum Universitas Sumatera Utara, hlm. 1. 
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pemerkosaan terhadap skala nilai sosial dan atau perasaan hukum 
yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan ruang dan waktu11 
 
Kriminalitas merupakan suatu bentuk tindakan sosial yang tidak 
sesuai dengan dengan aturan hukum dan norma sosial yang berlaku, 
sehingga mengakibatkan adanya ketidak selarasan dalam kehidupan 
sosial. Kriminalitas sendiri merupakan suatu permasalahan yang komplek 
dan saling terkait dengan permasalahan sosial yang lain. Menurut 
asalnya, tidak ada pembatasan secara resmi dan juga tidak ada campur 
tangan dari penguasa terhadap kejahatan, melainkan kejahatan semata-
mata dipandang sebagai persoalan pribadi  atau persoalan keluarga. 
Individu yang merasa dirinya menjadi korban perbuatan orang lain, akan 
mencari balasan terhadap pelaku atau keluarganya. Konsep peradilan ini 
dapat kita temui pada Perundang-undangan lama, seperti Code 
Hammurabi (1900 SM), Perundang-undangan Romawi Kuno (450 SM), 
dan pada Masyarakat Romawi Kuno, seperti contohnya "mencuri sapi 
bayar sapi". Konsep perjanjian seperti itu juga terdapat dalam Kitab 
Perjanjian Lama "eye for eye".12 
Kemudian konsep ini berkembang untuk perbuatan-perbuatan yang 
ditujukan kepada raja, seperti pengkhianatan, sedangkan perbuatan-
perbuatan yang ditujukan kepada individu masih menjadi urusan 
pribadimasing-masing. Seiring berjalannya waktu, maka kejahatan 
kemudian menjadi urusan raja (sekarang negara), yaitu dengan mulai 
berkembangnya dengan apa yang disebut Parent Parties, Konsekuensi 
                                                          
11 Ibid., hlm. 2-3. 
12 Stephan Huewiz, disadur oleh, Ny. Muljatno, Kriminologi, Jakarta: Bina Aksara, 1986, hlm. 32. 
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selanjutnya dengan dioper tugas ini oleh negara, maka apa yang sering 
kita sebut sebagai "main hakim sendiri" pun dilarang.13 
Pada Abad 18 munculah para penulis yang kemudian disebut 
sebagai Mazhab Klasik, sebagai reaksi atas ketidakpastian hukum dan 
ketidakadilan serta kesewenang-wenangan penguasa pada waktu ancient 
regime. Mazhab Klasik ini mengartikan kejahatan sebagai perbuatan yang 
melanggar Undang-undang. Ajaran yang terpenting adalah doktrin "nullum 
crimen sine lege" yang artinya yaitu tidak ada kejahatan apabila undang-
undang tidak menyatakan perbuatan itu sebagai perbuatan yang dilarang. 
Takut terhadap timbulnya ketidakpastian dan timbulnya kesewenang-
wenangan dari penguasa (hakim), maka mazhab ini berpendapat, hakim 
hanyalah sebagai mulut/corong undang-undang saja (legisme).14 Lama 
kelamaan timbul ketidakpuasan terhadap ajaran mahzab ini, dan pada 
akhir abad 18 munculnya pandangan baru yang lebih menitikberatkan 
pada pelakunya dalam studi terhadap kejahatan. Mahzab ini muncul ini 
muncul diantara para penstudi kejahatan di Italia yang kemudian disebut 
sebagai Mazhab Positif. Mazhab ini dipelopori oleh C.Lambroso seorang 
ahli ilmu kedokteran kehakiman. Aliran ini berusaha untuk mengatasi 
relativitas dari hukum pidana dengan mengajukan konsep kejahatan yang 
non-hukum, serta mengartikan kejahatan sebagai perbuatan yang 
melanggar hukum alam (natural law).15 
Dalam hukum pidana orang seringkali membedakan antara delik 
hukum (rechtsdelicten atau mala per se), khususnya tindak pidana yang 
                                                          
13 Ibid., hlm 34. 
14 Ibid., hlm. 37. 
15 Noach Simanjuntak, op.cit., hlm. 18. 
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disebut "kejahatan" (buku ke II KUHP) dan delik undang-undang 
(wetsdelicten atau mala prohibita) yang berupa "pelanggaran" (buku ke III 
KUHP) mengenai perbedaan antara mala per se dengan mala probibita 
dewasa ini banyak dipertanyakan orang, yaitu apakah semua tindak 
pidana itu sebenarnya adalah merupakan mala probibita, artinya 
perbuatan perbuatan tertentu merupakan kejahatan, oleh karena 
perbuatan tersebut oleh undang-undang ditunjuk atau dijadikan kejahatan 
(tindak pidana).16 
Oleh karena mengenai pandangan orang mengenai hubungan 
antara Undang-undang dengan organisasi sosial mempunyai pengaruh 
yang penting dalam penyelidikan kriminologi selanjutnya, maka perlu 
diketahui pandangan-pandangan yang ada mengenai hubungan antara 
keduanya. Secara umum terdapat 3 perspektif mengenai pembentukan 
Undang-undang yang dapat dipakai untuk menjelaskan antara hubungan 
hukum (undang-undang) dengan masyarakat, yaitu model Konsesus, 
Pluralis, dan Konflik. Masing-masing model tersebut telah mencerminkan 
perbedaan pandangan mengenai asal pembuatan aturan dan nilai-nila 
dasar kehidupan sosial. Penerapan undang-undang dipandang sebagai 
pembenaran hukum yang mencerminkan keinginan kolektif. 
Apabila model Konsesus menganggap adanya persetujuan umum 
atas kepentingan dari nilai-nilai dasar manusia, sebaiknya model Pluralis 
menyadari adanya keanekaragaman kelompok-kelompok sosial yang 
mempunyai perbedaan dan persaingan atas kepentingan dan nilai-nilai. 
                                                          
16 Ibid., hlm. 25. 
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Menyadari kebutuhan akan adanya mekanisme penyelesaian konflik, 
orang-orang sepakat terhadap struktur hukum yang dapat menyelesaikan 
konflik-konflik tersebut tanpa membahayakan kesejahteraan masyarakat. 
Menurut perspektif tersebut konflik dapat timbul karena adanya 
ketidaksetujuan dalam substansinya, akan tetapi mereka setuju mengenal 
asal dan bekerjanya hukum. Sebagai model untuk mempelajari hukum 
dan masyarakat, perspektif konflik menekankan pada adanya paksaan 
dan tekanan yang berasal dari sistem hukum. Sistem Hukum tidak 
dipandang sebagai alat yang netral untuk menyelesaikan perselisihan, 
tetapi sebagai mekanisme yang diciptakanoleh kelompok politisi yang 
paling berkuasa untuk melindungi dan mencapai kepentingan-
kepentingannya sendiri. Hukum bukan saja untuk melayani pencapaian 
kepentingan-kepentingan tertentu bagi kelompok yang memiliki 
kekuasaan, akan tetapi Hukum juga melayani kepentingan mereka untuk 
mempertahankan kekuasaannya. 
 
2. Jenis-Jenis Kejahatan 
Kejahatan dapat digolongkan atas beberapa penggolongan sebagai 
berikut: 
1) Penggolongan kejahatan yang didasarkan pada motif pelaku. Hal 
ini dikemukakan menurut pandangan Bonger sebagai berikut: 
a. Kejahatan ekonomi (economic crimes), misalnya 
penyelundupan. 
b. Kejahatan seksual (economic crimes), misalnya perbuatan zina, 
Pasal 284 KUHP. 
c. Kejahatan politik (politic crimes), misalnya pemberontakan 
Partai Komunis Indonesia, DI /TII dan lain sebagainya. 
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d. Kejahatan diri (moscellaneus crimes), misalnya penganiayaan 
yang motifnya dendam. 
2) Penggolongan kejahatan yang didasarkan kepada berat ringannya 
suatu ancaman pidana yang dapat dijatuhkan, yaitu: 
a. Kejahatan, yakni semua pasal-pasal yang disebut di dalam 
Buku II KUHP, seperti pembunuhan, pencurian dan lain-lain. 
b. Pelanggaran, yakni semua pasal-pasal yang disebut di dalam 
Buku III KUHP, misalnya saksi di depan persidangan memakai 
jimat pada waktu ia harus memberikan keterangan dengan 
sumpah, dihukum dengan hukuman kurung selama-lamanya 10 
hari dan denda Rp. 750,- 
c. Penggolongan kejahatan untuk kepentingan statistik, oleh 
sebagai berikut: 
I. Kejahatan terhadap orang (crimes against person), misalnya 
pembunuhan, penganiayaan dan lain-lain. 
II. Kejahatan terhadap harta benda (crimes against property), 
misalnya pencurian, perampokan dan lain-lain. 
III. Kejahatan terhadap kesusilaan umum (crimes against 
piblicdecency), misalnya perbuatan cabul. 
3) Penggolongan kejahatan untuk membentuk teori. Penggolongan 
didasarkan akan adanya kelas-kelas kejahatan dan beberapa 
menurut proses penyebab kejahatan itu, yaitu cara melakukan 
kejahatan teknik-teknik dan organisasinya dan timbul kelompok-
kelompok yang mempunyai nilai-nilai tertentu. Kelas-kelas tersebut 
sebagaimana ditulis oleh A.S. Alam sebagai berikut: 
a. Profesional crimes, yaitu kejahatan yang dilakukan sebagai 
mata pencaharian tetapnya dan mempunyai keahlian tertentu 
untuk profesi itu, misalnya pemalsuan uang, tanda tangan dan 
pencopet. 
b. Organized crimes, yaitu suatu kejahatan yang terorganisir, 
misalnya pemerasan, perdagangan narkotika dan obat-obatan 
terlarang. 
c. Occasional crimes, yaitu suatu kejahatan karena adanya suatu 
kesepakatan, misalnya pencurian di rumah secara bersama. 
4) Penggolongan kejahatan yang dilakukan oleh nilai-nilai sosiologi 
yang dikemukakan oleh sebagai berikut: 
a. Violent personal crimes, yaitu kejahatan kekerasan terhadap 
orang, misalnya pembunuhan (murder), pemerkosaan (rape) 
dan penganiayaan (assault). 
b. Occasional property crimes, yaitu kejahatan harta benda karena 
kesepakatan, misalnya pencurian kendaraan bermotor, 
pencurian di toko-toko besar. 
c. Occupational crimes, yaitu kejahatan karena kedudukan atau 
jabatan, misalnya korupsi. 
d. Politic crimes, yaitu kejahatan politik, misalnya pemberontakan 
sabotase, perang gerilya dan lain-lain. 
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e. Public order crimes, yaitu kejahatan terhadap ketertiban umum 
yang biasa disebut dengan kejahatan tanpa korban, misalnya 
pemabukan, wanita melacurkan diri. 
f. Convensional crimes, yaitu kejahatan konvensional, misalnya 
perampokan (robbery), pencurian kecil-kecilan (larceny), dan 
lain-lain. 
g. Organized crimes, yaitu kejahatan yang terorganisir, misalnya 
perdagangan wanita untuk pelacuran, perdagangan obat bius. 
h. Professional crimes, yaitu kejahatan yang dilakukan sebagai 
profesinya, misalnya pemalsuan uang, pencopet, dan lain-
lain.17 
 
 
C. Teori Sebab Terjadinya Kejahatan 
1. Teori Sub-Culture 
Pada dasarnya, teori sub-culture membahas dan menjelaskan 
bentuk kenakalan remaja serta perkembangan berbagai tipe gang. 
Sebagai social heritage, teori ini dimulai tahun 1950-an dengan 
bangkitnya perilaku konsumtif kelas menengah Amerika. Di bidang 
pendidikan, para kelas menengah mengharapkan pendidikan universitas 
bagi anak-anak mereka. Kemudian dalam bidang iptek, keberhasilan Uni 
Soviet mengorbitkan satelit pertamanya akhirnya berpengaruh besar 
dalam sistem pendidikan di AS. Di sisi lain, memunculkan urbanisasi yang 
membuat daerah pusat kota menjadi kacau balau dan hal ini merupakan 
problem perkotaan. Sehingga, kenakalan adalah problem kelas bawah 
serta gang adalah bentuk paling nyata dari pelanggaran tersebut. Teori 
sub-culture sebenarnya dipengaruhi kondisi intelektual (intelectual 
heritage) aliran Chicago, konsep anomie Robert K. Merton dan Solomon 
Kobrin yang melakukan pengujian terhadap hubungan antara gang 
                                                          
17 A.S Alam, 1985, Kejahatan dan Sistem Pemidanan, Fakultas Hukum, UNHAS, Ujung Pandang, 
hlm. 5. 
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jalanan dengan laki-laki yang berasal dari komunitas kelas bawah (lower 
class).  
Hasil pengujiannya menunjukkan bahwa ada ikatan antara hierarki 
politis dan kejahatan teroganisir. Karena ikatan tersebut begitu kuat 
sehingga Kobrin mengacu kepada “Kelompok Pengontrol Tunggal” (single 
controlling group) yang melahirkan konsep komunitas integrasi. Dalam 
kepustakaan kriminologi dikenal dua teori sub-culture, yaitu: 
1) Teori Delinquent Sub-Culture 
 
Teori ini dikemukakan Albert K. Cohen dalam bukunya delinquent boys 
(1955) yang berusaha memecahkan masalah bagaimana kenakalan 
sub-culture dimuali dengan menggabungkan perspektif teori 
Disorganisasi Sosial dari Shaw dan McKay, teori Differential 
Association dari Edwin H. Sutherland dan teori Anomie Albert K. Cohen 
berusaha menjelaskan terjadinya peningkatan perilaku delinkuen di 
daerah kumuh (slum). Karena itu, konklusi dasarnya menyebutkan 
bahwa perilaku delinkuen di kalangan remaja, usia muda masyarakat 
kelas bawah, merupakan cermin ketidakpuasan terhadap norma dan 
nilai kelompok kelas menengah yang mendominasi kultur Amerika. 
Kondisi demikian mendorong adanya konflik budaya yang oleh Albert K. 
Cohen disebut sebagai “Status Frustration”. Akibatnya, timbul 
keterlibatan lebih lanjut anak-anak kelas bawah dan gang-gang dan 
berperilaku menyimpang yang bersifat “nonutilitarian, malicious and 
negativistic (tidak berfaedah, dengki dan jahat)”. Konsekuensi logis dari 
konteks diatas, karena tidak adanya kesempatan yang sama dalam 
mencari status sosial pada struktur sosial maka para remaja kelas 
bawah akan mengalami problem status di kalangan remaja.20 
Akhirnya, Albert K. Cohen bersama James Short melakukan klasifikasi 
sub-sub budaya delinkuen, menjadi: 
a. A parent male sub-culture the negativistic sub culture originally 
identified to delinquent boys; 
b. The conflict-oriented sub-culture the culture of a large gang that 
engages in collective violence; 
c. The drug addict sub-culture groups of youth whose lives revolve 
around the purchase sale, use of narcotics; 
d. Semi profesional theft-youths who engage in the theft or robbery of 
merchandise for the purpose of later sale and monetary gain; 
e. Middle-class sub-culture-delinquent group that rise, because of the 
pressures of living in middle-class environments. 
21 
 
2)   Teori Differential Opportunity 
 
 Teori perbedaan kesempatan (differential opportunity) dikemukakan 
Richard A. Cloward dan Leyod E. Ohlin dalam bukunya Delinquency 
and Opportunity: a Theory of Delinquent Gang (1960) yang 
membahas perilaku delinkuen kalangan remaja (gang) di Amerika 
dengan perspektif Shaw dan McKay serta Sutherland. Menurut 
Cloward, terdapat struktur kesempatan kedua yang tidak dibahas teori 
anomie Robert K. Merton yaitu adanya kesempatan tidak sah (the 
illegitimate opportunity structure).21 Pada dasarnya, teori Differential 
Opportunity berorientasi dan membahas penyimpangan di wilayah 
perkotaan. Penyimpangan tersebut merupakan fungsi perbedaan 
kesempatan yang dimiliki anak-anak untuk mencapai tujuan legal 
maupun illegal. Untuk itu, Cloward dan Ohlin mengemukakan 3 (tiga) 
tipe gang kenakalan Subculture, yaitu : 
a. Criminal Sub-culture, bilamana masyarakat secara penuh 
berintegrasi, gang akan berlaku sebagai kelompok para remaja 
yang belajar dari orang dewasa. Aspek itu berkorelasi dengan 
organisasi kriminal. Kriminal sub-culture menekankan aktivitas 
yang menghasilkan keuntungan materi, uang atau harta benda 
dan berusaha menghindari penggunaan kekerasan. 
b. Retreatist Sub-culture, dimana remaja tidak memiliki struktur 
kesempatan dan lebih banyak melakukan perilaku menyimpang 
(mabukmabukan, penyalah gunaan narkoba dan lain 
sebagainya). 
c. Conflict Sub-culture, terdapat dalam suatu masyarakat yang 
tidak terintegrasi, sehingga suatu organisasi menjadi lemah. 
Gang subculture demikian ini cenderung memperlihatkan 
perilaku yang bebas. Ciri khas gang ini seperti adanya 
kekerasan, perampasan harta benda dan perlikau menyimpang 
lainnya. 18 
 
 
2. Teori Culture Conflict 
Teori ini dikemukakan Thorsten Sellin dalam bukunya Culture 
Conflict and Crime (1938). Fokus utama teori ini mengacu pada dasar 
norma kriminal dan corak pikiran/sikap. Thorsten Sellin menyetujui bahwa 
maksud norma-norma mengatur kehidupan manusia setiap hari, norma 
adalah aturan-aturan yang merefleksikan sikap dari kelompok satu 
                                                          
18 Lilik Mulyadi, 2008, Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoritis Dan Praktik, Penerbit PT 
Alumni, Bandung, hlm. 317-318. 
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dengan lainnya. Konsekuensinya, setiap kelompok mempunyai norma dan 
setiap norma dalam setiap kelompok lain memungkinkan untuk konflik. 
Setiap individu boleh setuju dirinya berperan sebagai penjahat melalui 
norma yang disetujui kelompoknya, jika norma kelompoknya bertentangan 
dengan norma yang dominan dalam masyarakat. Persetujuan pada 
rasionalisasi ini, merupakan bagian terpenting untuk membedakan antara 
yang kriminal dan nonkriminal dimana yang satu menghormati pada 
perbedaan kehendak/tabiat norma.19 
Secara gradual dan substansial, menurut Thorsten Sellin, semua 
culture conflict merupakan konflik dalam nilai sosial, kepentingan dan 
norma. Karena itu, konflik kadang-kadang merupakan hasil sampingan 
dari proses perkembangan kebudayaan dan peradaban atau acapkali 
sebagai hasil berpindahnya norma-norma perilaku daerah/budaya satu ke 
budaya lain dan dipelajari sebagai konflik mental. Konflik norma tingkah 
laku dapat timbul karena adanya perbedaan cara dan nilai sosial yang 
berlaku di antara kelompok-kelompok. Begitu pula, konflik norma terjadi 
karena berpindahnya orang desa ke kota. Konflik norma dalam aturan-
aturan kultural yang berbeda dapat terjadi antara lain disebabkan tiga 
aspek, yaitu: 
1) Bertemunya Dua Budaya Besar 
Konflik budaya dapat terjadi apabila adanya benturan aturan pada 
batas daerah kultur yang berdampingan. Contohnya, bertemunya 
orang-orang Indian dengan orang-orang kulit putih di AS. Pertemuan 
tersebut mengakibatkan terjadinya kontak budaya di antara mereka, 
                                                          
19 Romli Atasasmita, 2010, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, Refika Aditama, Bandung, hlm. 
43. 
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baik terhadap agama, cara bisnis dan budaya minum minuman 
kerasnya yang dapat memperlemah budaya suku Indian tersebut. 
 
2) Budaya Besar Menguasai Budaya Kecil 
Konflik budaya dapat juga terjadi apabila satu budaya memperluas 
daerah berlakunya budaya tersebut terhadap budaya lain. Aspek ini 
terjadi dengan norma hukum dimana undang-undang suatu kelompok 
kultural diperlakukan untuk daerah lain. Misalnya, diberlakukannya 
hukum Perancis terhadap suku Khabile di Aljazair, atau bergolaknya 
daerah Siberia ketika diterapkannya hukum Uni Soviet. 
 
3) Apabila Anggota Dari Suatu Budaya Pindah Ke Budaya Lain   
Konflik budaya timbul karena orang-orang yang hidup dengan budaya 
tertentu kemudian pindah ke lain budaya yang berbeda. Misalnya, 
walaupun mempunyai budaya vendetta, karena pindah ke AS maka 
orangorang Sicilia tunduk pada hukum AS. Berdasar asumsi di atas 
ternyata Thorsten Sellin membedakan antara konflik primer dan konflik 
sekunder. Konflik primer dapat terjadi ketika norma dari dua kultur, 
bertentangan. Pertentangan ini dapat terjadi pada batas areal kultur 
yang dimiliki masing-masing ketika hukum dari kelompok lain muncul ke 
permukaan daerah/teritorial lain atau ketika orang-orang satu kelompok 
pindah pada kultur yang lain. Konflik sekunder timbul ketika dari sebuah 
kultur kemudian terjadi varietas kultur, salah satunya dibentuk dari 
penormaan sikap/tabiat. Tipe konflik ini terjadi ketika kesederhanaan 
kultur pada masyarakat yang homogen berubah menjadi masyarakat 
yang kompleks. 20 
 
 
D. Penyebab Kejahatan Menurut Teori Kontrol Sosial 
Pada dasarnya, teori kontrol berusaha mencari jawaban mengapa 
orang melakukan kejahatan. Berbeda dengan teori lain, teori kontrol tidak 
lagi mempertanyakan mengapa orang melakukan kejahatan tetapi 
berorientasi kepada pertanyaan mengapa tidak semua orang melanggar 
hukum atau mengapa orang taat kepada hukum. Ditinjau dari akibatnya, 
pemunculan teori kontrol disebabkan tiga ragam perkembangan dalam 
kriminologi. Pertama, adanya reaksi terhadap orientasi labeling dan konflik 
yang kembali menyelidiki tingkah laku kriminal. Kriminologi konservatif 
                                                          
20 Ibid., hlm. 322. 
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(sebagaimana teori ini berpijak) kurang menyukai “kriminologi baru” atau 
“new criminology” dan hendak kembali kepada subyek semula, yaitu 
penjahat (criminal). Kedua, munculnya studi tentang “criminal justice” 
dimana sebagai suatu ilmu baru telah mempengaruhi kriminologi menjadi 
lebih pragmatis dan berorientasi pada sistem. Ketiga, teori kontrol sosial 
telah dikaitkan dengan suatu teknik penelitian baru, khususnya bagi 
tingkah laku anak/remaja, yakni selfreport survey.21  
Albert J. Reiss, Jr membedakan dua macam kontrol, yaitu personal 
control dan sosial control. Personal control adalah kemampuan seseorang 
untuk menahan diri agar tidak mencapai kebutuhannya dengan cara 
melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Sedangkan social 
control adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga-lembaga di 
masyarakat melaksanakan norma-norma atau peraturan-peraturan 
menjadi efektif. Pada tahun 1957, Jackson Toby memperkenalkan 
pengertian “Commitment” individu sebagai kekuatan yang sangat 
menentukan dalam membentuk sikap kontrol sosial. Kemudian, Scot Briar 
dan Irvine Piliavian menyatakan bahwa peningkatan komitmen individu 
dan adaptasi/ penyesuaian diri memegang peranan dalam mengurangi 
penyimpangan. Pendekatan lain digunakan Walter Reckless (1961) 
dengan bantuan rekannya Simon Dinitz. Walter Walter Reckless 
menyampaikan Contaiment Theory yang menjelaskan bahwa kenakalan 
remaja merupakan hasil (akibat) dari interelasi antara dua bentuk kontrol, 
                                                          
21 Lilik Mulyadi, Kajian Teoritis Dan Analitis Terhadap Dimensi-Dimensi Kriminologi Dalam 
Perspektif Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana Modern, diakses dari 
http://ptjambi.go.id/uploads/others/kajian_kritis_dan_analitis_terhadap_dimensi_teori__teori_k
riminologi_dalam_perspektif_ilmu_pengetahuan_hukum_pidana_modern.pdf, diakses pada 
tanggal 14-08-2016, Pukul 14.56 WITA, hlm. 24. 
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yaitu internal (inner) dan eksternal (outer). Menurut Walter Reckless, 
contaiment internal dan eksternal memiliki posisi netral, berada dalam 
tarikan sosial (social pull) lingkungan dan dorongan dari dalam individu. F. 
Ivan Nye dalam tulisannya yang berjudul Family Relationsip and 
Delinquent Behavior (1958), mengemukakan teori kontrol tidak sebagai 
suatu penjelasan umum tentang kejahatan melainkan penjelasan yang 
bersifat kasuistis. F. Ivan Nye pada hakikatnya tidak menolak adanya 
unsur-unsur psikologis, di samping unsur subkultur dalam proses 
terjadinya kejahatan. Sebagian kasus delinkuen, menurut F. Ivan Nye 
disebabkan gabungan antara hasil proses belajar dan kontrol sosial yang 
tidak efektif. 
Kejahatan atau delinkuen dilakukan oleh keluarga, karena keluarga 
merupakan tempat terjadinya pembentukan kepribadian, internalisasi, 
orang belajar baik dan buruk dari keluarga. “Apabila internal dan eksternal 
kontrol lemah, alternatif untuk mencapai tujuan terbatas, maka terjadilah 
delinkuen,” hal ini merupakan sesuatu yang jarang terjadi. Menurut F. Ivan 
Nye manusia diberi kendali supaya tidak melakukan pelanggaran, karena 
itu proses sosialisasi yang adequat (memadai) akan mengurangi 
terjadinya delinkuensi. Sebab, di sinilah dilakukan proses pendidikan 
terhadap seseorang yang diajari untuk melakukan pengekangan keinginan 
(impulse). Di samping itu, faktor internal dan eksternal kontrol harus kuat, 
juga dengan ketaatan terhadap hukum (law-abiding). Asumsi teori kontrol 
yang dikemukakan F. Ivan Nye terdiri dari: 
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a. Harus ada kontrol internal maupun eksternal; 
b. Manusia diberikan kaidah-kaidah supaya tidak melakukan 
pelanggaran; 
c. Pentingnya proses sosialisasi bahwa ada sosialisasi yang 
adequate (memadai), akan mengurangi terjadinya delinkuen, 
karena di situlah dilakukan proses pendidikan terhadap 
seseorang; dan 
d. Diharapkan remaja mentaati hukum (law abiding).  
Menurut F. Ivan Nye terdapat empat tipe kontrol sosial, yaitu: 
a. Direct control imposed from without by means of restriction and 
punishment (kontrol langsung yang diberikan tanpa 
mempergunakan alat pembatas dan hukum); 
b. Internalized control exercised from within through conscience 
(kontrol internalisasi yang dilakukan dari dalam diri secara 
sadar); 
c. Indirect control related to affectional identification with parent 
and other non-criminal persons, (kontrol tidak langunsung 
yangberhubungan dengan pengenalan (identifikasi) yang 
berpengaruh dengan orang tua dan orang-orang yang bukan 
pelaku kriminal lainnya); dan 
d. Availability of alternative to goal and values (ketersediaan 
saranasarana dan nilai-nilai alternatif untuk mencapai tujuan). 22 
Konsep kontrol eksternal menjadi dominan setelah David Matza 
dan Gresham Sykes melakukan kritik terhadap teori subkultur dari Albert 
Cohen. Kritik tersebut menegaskan bahwa kenakalan remaja, sekalipun 
dilakukan oleh mereka yang berasal dari strata sosial rendah, terikat pada 
sistem-sistem nilai dominan di dalam masyarakat. Kemudian, David Matza 
dan Gresham Sykes mengemukakan konsep atau teori yang dikenal 
dengan technique of netralization, yaitu suatu teknik yang memberikan 
kesempatan bagi seorang individu untuk melonggarkan keterikatannya 
dengan sistem nilai-nilai yang dominan sehingga bebas untuk melakukan 
kenakalan. 
                                                          
22 Ibid., hlm. 24. 
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Teknik netralisasi ini dirinci David Matza dan Gresham Sykes, 
sebagai berikut: 
1. Teknik yang disebut denial of responsibility, menunjuk pada 
suatu anggapan di kalangan remaja nakal yang menyatakan 
bahwa dirinya  merupakan korban dari orang tua yang tidak 
kasih, lingkungan pergaulan yang buruk atau berasal dari 
tempat tinggal kumuh (slum). 
2. Teknik denial of injury, menunjuk kepada suatu alasan di 
kalangan remaja nakal bahwa tingkah laku mereka 
sesungguhnya tidak merupakan suatu bahaya yang 
besar/berarti. Sehingga, mereka beranggapan bahwa 
vandalisme merupakan kelalaian semata-mata dan mencuri 
mobil sesungguhnya meminjam mobil, perkelahian antara gang 
merupakan pertengkaran biasa. 
3. Teknik denial of the victim, menunjuk kepada suatu keyakinan 
diri pada remaja nakal bahwa mereka adalah pahlawan 
sedangkan korban justru dipandang sebagai mereka yang 
melakukan kejahatan. 
4. Teknik yang disebut condemnation of the comdemners, 
menunjuk kepada suatu anggapan bahwa polisi sebagai 
hipokrit, munafik atau pelaku kejahatan terselubung yang 
melakukan kesalahan atau memiliki perasaan tidak senang 
pada mereka. Pengaruh teknik ini adalah mengubah subyek 
yang menjadi pusat perhatian, berpaling dari perbuatan-
perbuatan kejahatan yang telah dilakukannya. 
5. Teknik appeal to higher loyalties, menunjuk pada suatu 
anggapan di kalangan remaja nakal bahwa mereka tertangkap 
di antara tuntutan masyarakat, hukum dan kehendak kelompok 
mereka. 23  
Kelima teknik netralisasi di atas menurut David Matza (1964), yang 
kemudian ditegaskan sebagai penyimpangan atas apa yang disebut 
sebagai bond to moral order, mengakibatkan seseorang terjerumus dalam 
keadaan dimana kenakalan remaja atau penyimpangan tingkah laku 
sebagai sesuatu yang diperbolehkan. Versi teori sosial yang paling andal 
dan sangat populer dikemukakan Travis Hirschi (1969). Hirschi, dengan 
keahlian merevisi teori-teori sebelumnya tentang kontrol sosial, telah 
                                                          
23 Ibid., hlm. 25-26. 
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memberikan suatu gambaran jelas mengenai konsep social bond. Travis 
Hirschi sependapat dengan Durkheim dan yakin bahwa tingkah laku 
seseorang mencerminkan pelbagai ragam pandangan tentang 
kesusilaan/morality. Travis Hirschi berpendapat bahwa seseorang bebas 
untuk melakukan kejahatan atau penyimpangan tingkah lakunya. Selain 
menggunakan teknik netralisasi untuk menjelaskan tingkah laku dimaksud, 
Travis Travis Hirschi juga menegaskan bahwa tingkah laku tersebut 
diakibatkan oleh tidak adanya keterikatan atau kurangnya keterikatan 
(moral) pelaku terhadap masyarakat. Teori kontrol atau sering juga disebut 
dengan Teori Kontrol Sosial berangkat dari suatu asumsi atau anggapan 
bahwa individu di masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama 
kemungkinannya, menjadi “baik” atau “jahat”. Baik jahatnya seseorang 
sepenuhnya tergantung pada masyarakatnya. Ia menjadi baik kalau 
masyarakatnya membuatnya demikian, pun ia menjadi jahat apabila  
masyarakat membuatnya begitu. 
Pertanyaan dasar yang dilontarkan paham ini berkaitan dengan 
unsur-unsur pencegah yang mampu menangkal timbulnya perilaku 
delinkuen di kalangan anggota masyarakat, utamanya para remaja, 
“mengapa kita patuh dan taat pada norma-norma masyarakat” atau 
“mengapa kita tidak melakukan penyimpangan?” Menurut Travis Hirschi, 
terdapat empat elemen ikatan sosial (social bond) dalam setiap 
masyarakat. Pertama, Attachment adalah kemampuan manusia untuk 
melibatkan dirinya terhadap orang lain. Kalau attachment ini sudah 
terbentuk, maka orang tersebut akan peka terhadap pikiran, perasaan dan 
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kehendak orang lain. Kaitan attachment dengan penyimpangan adalah 
sejauh mana orang tersebut peka terhadap pikiran, perasaan dan 
kehendak orang lain sehingga ia dapat dengan bebas melakukan 
penyimpangan. Attachment sering diartikan secara bebas dengan 
keterikatan. Ikatan pertama yaitu keterikatan dengan orang tua, 
keterikatan dengan sekolah (guru) dan keterikatan dengan teman sebaya.  
Kedua, Commitment adalah keterikatan seseorang pada subsistem 
konvensional seperti sekolah, pekerjaan, organisasi dan sebagainya. 
Komitmen merupakan aspek rasional yang ada dalam ikatan sosial. 
Segala kegiatan yang dilakukan seseorang seperti sekolah, pekerjaan, 
kegiatan dalam organisasi akan mendatangkan manfaat bagi orang 
tersebut. Manfaat tersebut dapat berupa harta benda, reputasi, masa 
depan, dan sebagainya. Ketiga, Involvement merupakan aktivitas 
seseorang dalam subsistem. Jika seseorang berperan aktif dalam 
organisasi maka kecil kecenderungannya untuk melakukan 
penyimpangan. Logika pengertian ini adalah bila orang aktif di segala 
kegiatan maka ia akan menghabiskan waktu dan tenaganya dalam 
kegiatan tersebut. Sehingga, ia tidak sempat lagi memikirkan hal-hal yang 
bertentangan dengan hukum. Dengan demikian, segala aktivitas yang 
dapat memberi manfaat akan mencegah orang itu melakukan perbuatan 
yang bertentangan dengan hukum. Keempat, Belief merupakan aspek 
moral yang terdapat dalam ikatan social dan tentunya berbeda dengan 
ketiga aspek di atas. Belief merupakan kepercayaan seseorang pada nilai-
nilai moral yang ada. Kepercayaan seseorang terhadap norma-norma 
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yang ada menimbulkan kepatuhan terhadap norma tersebut. Kepatuhan 
terhadap norma tersebut tentunya akan mengurangi hasrat untuk 
melanggar. Tetapi, bila orang tidak mematuhi norma-norma maka lebih 
besar kemungkinan melakukan pelanggaran. 
E. Upaya Penanggulangan Kejahatan 
Kejahatan merupakan suatu bentuk penyimpangan yang terjadi 
dimasyarakat. Seseorang melakukan kejahatan pastilah dilatarbelakangi 
oleh beberapa faktor sehingga mereka melakukan hal tersebut. Negara 
sebagai organisasi kekuasaan pastilah akan memberikan sanksi kepada 
mereka yang melakukan kejahatan. Ini dilakukan dengan membuat 
sebuah regulasi terhadap larangan melakukan kejahatan. Sanksi yang 
diberikan kepada mereka biasanya berupa nestapa (penderitaan) seperti 
hilangnya hak kemerdekaan mereka atau dipenjara.Ini merupakan suatu 
bentuk penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh negara agar 
menciptakan kehidupan yang aman dan tentram. Secara teori ada 
beberapa cara dalam melakukan upaya penanggulangan kejahatan:  
1) Upaya Pre-Emptif. Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif adalah 
upaya-upaya  yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah  
terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam  
penanggulangan kejahatan secara Pre-Emtif adalah menanamkan nilai-
nial, norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut 
terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk 
melakukan kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal 
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tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha Pre-Emtif 
faktor niat akan menjadi hilang meskipun ada kesempatan. 
2) Upaya Preventif. Preventif adalah upaya pencegahan yang dilakukan 
agar kejahatan tidak terjadi.Karena seperti yang kita ketahui bersama 
kejahatan merupakan suatu fenomena kompleks yang terjadi 
disekeliling kita dan sangat meresahkan masyarakat. Dibandingkan 
upaya represif, upaya preventif jauh lebih baik karena sebelum 
terjadinya kejahatan, upaya-upaya tersebut dipikirkan agar bagaimana 
kejahatan tersebut tidak terjadi. Banyak cara yang dilakukan untuk 
bagaimana kejahatan tersebut tidak terjadi, salah satunya melakukan 
sosialisi tentang suatu peraturan perundang-undangan bahwa apabila 
seseorang melakukan kejahatan akan diancam dengan sanksi pidana 
yang dapat membuat mereka dipenjara. Karena landasan tersebut 
masyarakat merasa takut untuk melakukan kejahatan.  
Kemudian juga, seperti yang kita ketahui bersama, salah satu faktor 
terjadinya kejahatan karena kesenjangan sosial, yaitu banyaknya angka 
kemiskinan didaerah tersebut sehingga upaya-upaya yang dilakukan, 
seperti pemerintah atau pemerintah daerah membuka suatu lapangan 
kerja bagi mereka agar tidak melakukan hal-hal yang menyimpang, dan 
masih banyak lagi upaya-upaya preventif yang dapat dilakukan agar 
kejahatan tersebut tidak terjadi. 
3) Upaya Represif. Represif biasa disebut dengan upaya tindakan atau 
penanggulangan, dalam arti bahwa ketika kejahatan itu telah terjadi, 
upaya-upaya apa yang harus dilakukan agar setelah seseorang 
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melakukan kejahatan mereka tidak melakukannya lagi. Hal demikian 
biasanya dilakukan seperti bagaimana memikirkan untuk 
menyembuhkan penjahat tersebut. Orang yang melakukan kejahatan 
secara tidak langsung akan di penjara atau dimasukkan dalam rumah 
tahanan, diharapkan didalam rumah tahanan tersebut mereka dibina 
sebaik mungkin agar mereka tidak melakukan kejahatan setelah 
melakukan perbuatan tersebut.  
 
F. Ketentuan Hukum Tindakan Penganiayaan 
Mengenai ketentuan terkait penganiayaan, dapat melihat pada 
Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 Kitab Undang – undang Hukum 
Pidana selanjutnya disingkat (KUHPidana). Mengenai yang dimaksud 
penganiayaan, tidak dijelaskan dalam KUHPidana. Pasal 351 KUHPidana 
hanya menyebutkan mengenai hukuman yang diberikan pada tindak 
pidana tersebut: 
Pasal 351 KUHPidana yang berbunyi: 
(1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua 
tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu 
lima ratus rupiah. 
(2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah 
diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. 
(3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling 
lama tujuh tahun. 
(4)  Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan. 
(5)  Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.  
Mengenai penganiayaan dalam pasal ini, R. Soesilo dalam bukunya 
yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat 
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KUHPidana) serta Komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, 
mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah 
yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Menurut yurisprudensi, maka 
yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan 
perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 
pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja 
merusak kesehatan orang”. R. Soesilo dalam buku tersebut juga 
memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan “perasaan tidak 
enak”, “rasa sakit”, “luka”, dan “merusak kesehatan”: 
1. “Perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali 
sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan 
sebagainya. 
2. “Rasa sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul, 
menempeleng, dan sebagainya. 
3. “Luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau 
dan lain-lain. 
4. “Merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur, dan 
berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu 
masuk angin. 
Menurut R. Soesilo, tindakan-tindakan di atas, harus dilakukan 
dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas 
yang diizinkan. Umpamanya seorang dokter gigi mencabut gigi dari 
pasiennya. Sebenarnya ia sengaja menimbulkan rasa sakit, akan tetapi 
perbuatannya itu bukan penganiayaan, karena ada maksud baik 
(mengobati). Seorang bapak dengan tangan memukul anaknya di arah 
pantat, karena anak itu nakal. Inipun sebenarnya sengaja menyebabkan 
rasa sakit, akan tetapi perbuatan itu tidak masuk penganiayaan, karena 
ada maksud baik (mengajar anak). Meskipun demikian, maka kedua 
peristiwa itu apabila dilakukan dengan “melewati batas-batas yang 
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diizinkan”, misalnya dokter gigi tadi mencabut gigi sambil bersenda gurau 
dengan isterinya, atau seorang bapa mengajar anaknya dengan memukul 
memakai sepotong besi dan dikenakan di kepalanya maka perbuatan ini 
dianggap pula sebagai penganiayaan. 
Jika terkait dengan penganiayaan anak maka perlu dilihat pula 
ketentuan Undang - undang Perlindungan Anak. Pasal 13 ayat (1) yang 
menyebutkan : 
Pasal 13 ayat (1) UUPA  
Bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau 
pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, 
berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: 
a.    diskriminasi; 
b.    eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; 
c.    penelantaran; 
d.    kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; 
e.    ketidakadilan; dan 
f.     perlakuan salah lainnya.  
 
Menurut yurisprudensi, yang dimaksud dengan kata penganiayaan 
yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa 
sakit, atau luka. Contoh “rasa sakit” tersebut misalnya diakibatkan 
mencubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya. Pasal 
tentang penganiayaan anak ini diatur khusus dalam Pasal 76 C UU 
Perlindungan Anak yang berbunyi: 
Pasal 76 C 
Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, 
menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan 
terhadap Anak. 
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Sementara, sanksi bagi orang yang melanggar pasal di atas 
(pelaku kekerasan/peganiayaan) ditentukan dalam Pasal 80 UU 
Perlindungan Anak yang berbunyi: 
Pasal 80 
(1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda 
paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). 
(2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka 
berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak 
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 
(3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, 
maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 
(lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak 
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). 
(4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat apabila yang 
melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.  
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian  
Lokasi penelitian dilakukan di wilayah hukum Kota Makassar, di 
beberapa sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas di 
Kota Makassar. Penulis memilih lokasi penelitian ini karena terdapat 
relevansi dengan masalah yang penulis teliti.  
B. Jenis dan Sumber Data 
Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, digunakan teknik 
pengumpulan data dengan cara Wawancara (interview).  Adapun 
pendekatan yang digunakan penulis dalam melakukan studi kepustakaan 
adalah : 
1. Pendekatan Undang-undang (statute approach). Pendekatan 
undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-
undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum 
yang sedang ditangani. 
2. Pendekatan Kasus (case approach). Pendekatan kasus dilakukan 
dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang 
berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan 
pengadilan. 
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C. Teknik Pengumpulan Data 
Menurut Soerjono Soekanto, dalam penelitian lazimnya dikenal tiga 
jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, 
pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview.24 
1. Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian 
hukum (baik normatif maupun yang sosiologis atau kriminologis), 
karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif.25 
Studi dokumen bagi penelitian hukum dilakukan dengan mengkaji 
setiap dokumen hukum, mulai dari peraturan perundang-
undangan, yurisprudensi, buku, dan karya tulis ilmiah. 
2. Pengamatan (Observation) ditinjau dari perspektif sejarah 
merupakan alat pengumpul data yang tertua; pada zaman dahulu 
misalnya para filosof melakukan pengamatan terhadap 
masyarakat guna merumuskan nilai-nilai yang dianggap berlaku di 
dalam masyarakat-masyarakat tertentu. Hingga saat ini 
pengamatan masih dianggap relevan sebagai alat pengumpul 
data.26Pada penelitian ini penulis menggunakan metode 
pengamatan tidak terlibat (nonparticipant observation), dalam 
menggunakan metode ini pengamat tidak menjadi anggota dari 
kelompok yang diamati. Oleh sebab itu, kehadiran pengamat di 
tengah-tengah kelompok yang diamati jangan sampai 
                                                          
24 Amiruddin, Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT RajaGrafindo Persada, 
Jakarta, hlm. 67. 
25Ibid., hlm. 68. 
26Ibid., hlm. 72. 
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mempengaruhi kelompok tersebut, sehingga data yang diperoleh 
bukan merupakan keadaan yang sesungguhnya.27 Demi 
menghindari hal tersebut, maka peneliti akan memperhatikan dua 
hal. Pertama, peneliti harus memiliki pengetahuan yang cukup 
mengenai keadaan sosial budaya dari kelompok yang diamati; 
kedua, ketika berada di tengah-tengah kelompok tersebut, harus 
dapat menyesuaikan diri dengan kondisi kelompok tersebut (hal ini 
tidak berlaku bagi pengamat terhadap pelanggar hukum). 28 
3. Wawancara (interview) adalah situasi peran antar pribadi bertatap 
muka (face-to-face), ketika seseorang (pewawancara) 
mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk 
memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah 
penelitian kepada seorang responden.29 Peneliti akan 
menggunakan teknik wawancara berencana (standardized 
interview),30 yaitu suatu wawancara yang disertai dengan suatu 
daftar pertanyaan yang disusun sebelumnya. Dari sudut pandang 
bentuk pertanyaannya, maka wawancara yang peneliti lakukan 
digolongkan sebagai wawancara terbuka (open interview), yaitu 
pertanyaan yang diajukan sudah sedemikian rupa bentuknya, 
sehingga responden tidak saja terbatas pada jawaban “ya” atau 
                                                          
27Ibid., hlm. 80. 
28Ibid., hlm. 81-82. 
29Ibid., hlm. 82. 
30Ibid., hlm. 84. 
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“tidak”, tetapi dapat memberikan penjelasan-penjelasan mengapa 
ia menjawab “ya” atau “tidak”. 31 
 
D. Teknik Analisis Data 
Langkah selanjutnya dalam menganalisis dan menginterpretasikan 
data kualitatif adalah menyajikannya secara deskriptif.Penjelasan secara 
deskriptif adalah menjelaskan data yang diperoleh sebagaimana adanya. 
Kemudian data tersebut akan dianalisis dengan menggunakan teori-teori 
atau doktrin-doktrin hukum yang telah dijelaskan pada bagian 
sebelumnya. Metode yang digunakan dalam menganalisis adalah metode 
kasus perkara (The Use of Case Histories), metode ini menyelidiki sejarah 
dari kasus yang diteliti. Rancangan kasus perkara kadang-kadang dapat 
meliputi hal-hal lebih penting yang bersifat mempersamakan gambaran 
mengenai kelakuan sejarah keluarga, sejarah kesehatan, sifat 
kepribadian, keadaan lingkungan keluarga dahulu dan sekarang, keadaan 
lingkungan sekitarnya, kesempatan dalam masyarakat dan kesempatan 
berekreasi, pengalaman serta kegiatan untuk bekerja, kegiatan sekolah, 
persahabatan, kegemaran, sikap dan/atau tujuan hidup.32 
 
  
                                                          
31Ibid., hlm. 85-86. 
32 Soedjono Dirdjosisworo, 1984, Pengantar Penelitian Kriminologi, Remadja Karya CV, Bandung,  
hlm. 30. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Di Sekolah 
Sekolah merupakan suatu institusi pendidikan yang berfungsi 
mendidik siswa untuk menjadi lebih baik. Dalam mencapai tujuan itu maka 
setiap elemen yang terdapat pada sekolah haruslah berupaya dan 
bekerjasama dengan baik. Tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa yang 
menjadi cita-cita kenegaraan tidak dapat dicapai tanpa adanya sistem 
pendidikan yang baik. Sistem pendidikan yang baik juga perlu didukung 
dengan lingkungan sekolah yang baik. Sekolah yang menjadi institusi 
pendidik kedua setelah keluarga memegang peranan penting dalam 
kehidupan masyarakat. Kualitas suatu individu dalam masyarakat sangat 
ditentukan dari kualitas pendidikan yang diterimanya dalam sebuah 
sekolah. 
Demi meningkatkan kualitas pendidikan, maka perlu diciptakan 
lingkungan sekolah yang sehat. Kekerasan dalam dunia pendidikan, baik 
itu dilakukan antara guru kepada muridnya, murid kepada gurunya, 
maupun antara sesama murid, harus dihilangkan. Adanya kekerasan yang 
terjadi di lingkungan sekolah menunjukkan rendahnya kemampuan 
berpikir pelaku kekerasan tersebut. Sebab penyelesaian suatu masalah 
menggunakan kekerasan merupakan bukti tidak mampunya seseorang 
menyelesaikan masalah dengan pikiran yang cerdas dan sehat. Hal ini 
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tentu berbanding terbalik dengan cita-cita mencerdaskan kehidupan 
bangsa yang diemban institusi pendidikan yaitu sekolah. 
Melihat data dari Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan yang 
pada Januari 2016 mencatat terdapat 84% siswa yang pernah mengalami 
kekerasan di sekolah. 45% siswa laki-laki menyebutkan bahwa guru atau 
petugas sekolah merupakan pelaku kekerasan, dan 40% siswa yang 
berumur 15-17 tahun melaporkan pernah mengalami kekerasan fisik oleh 
teman sebayanya. Hal ini tentu merupakan raport yang buruk terhadap 
dunia pendidikan kita pada hari ini. Namun tidak berhenti sampai di situ, 
Kemendikbud juga mencatat bahwa 75% siswa mengakui pernah 
melakukan kekerasan di sekolah, 22% siswa perempuan menyebutkan 
baha guru atau petugas sekolah merupakan pelaku kekerasan, dan 50% 
siswa melaporkan pernah mengalami kekerasan mental (bullying) di 
sekolah. 
Data di atas tidak mengherankan jika kita mencocokkan dengan 
apa yang penulis peroleh dari Polrestabes Makassar yang mencatat 
terdapat 66 kasus kekerasan yang terjadi di sekolah dari tahun 2014 
hingga tahun 2016. Rincian data tersebut dapat dilihat pada table di 
bawah ini: 
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Tabel 1 Data Kekerasan Terhadap Anak Di Lingkungan Sekolah 
Kekerasan Terhadap Anak Di Lingkungan Sekolah 
Tahun SD SMP SMA Total 
2014 6 3 2 11 
2015 2 4 3 9 
2016 4 6 4 14 
Sumber: Unit IDIK IV Polrestabes Makassar 
Berdasarkan data di atas diketahui bahwa dalam kurun waktu 3 
tahun telah terjadi 66 kasus kekerasan terhadap anak di lingkungan 
sekolah yang ada di Kota Makassar. Meskipun tiap tingkatan sekolah 
jumlah kasus tidak jauh berbeda, namun dapat dilihat bahwa pada tingkat 
Sekolah Menengah Atas (SMA) lah yang paling banyak terjadi kekerasan 
terhadap anak. Tidak berhenti sampai di situ, Polrestabes Makassar yang 
diwakili AKP Rosdalina pada saat penulis melakukan wawancara 
menambahkan terdapat total 100 kasus kekerasan terhadap anak yang 
terjadi di luar lingkungan atau konteks sekolah. Menurutnya hampir tiap 
tahun selalu terjadi kekerasan terhadap anak, hal ini merupakan 
pekerjaan besar bagi semua pihak. 
Menurut AKP Rosdalina pelaku kekerasan terhadap anak yang 
terjadi di sekolah sangat bervariasi, namun dari kebanyakan kasus yang 
paling sering melakukan kekerasan ialah siswa sendiri. Hal ini tidak berarti 
dari pihak sekolah, dalam hal ini guru, tidak pernah melakukan kekerasan. 
Menurutnya kekerasan yang dilakukan oleh guru biasanya terjadi pada 
tingkatan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). 
Faktor penyebabnya bervariasi, tiap kasus berbeda-beda, namun jika 
kekerasan antar sesame siswa yang paling sering terjadi disebabkan oleh 
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saling mengejek satu sama lain. Penulis juga sempat mendatangi Polres 
Gowa namun tercatat dari tahun 2015 hingga 2016 hanya ada 4 kasus 
terkait kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah, yang mana 3 
diantaranya terjadi di Sekolah Menengah Atas. 
Penulis kemudian mendatangi salah satu sekolah tingkat 
menengah atas, yaitu SMA Negeri 1 Sungguminasa untuk melakukan 
penelitian. Hal yang cukup mengejutkan penulis peroleh setelah 
memberikan quisioner kepada kepala sekolah, dari hasil quisioner yang 
diisinya disebutkan bahwa hampir setiap hari ibu Dra. Andi Watiah, M.M., 
melihat kekerasan yang terjadi disekolah yang dikepalainya. Menurut 
beliau kekerasan tersebut disebabkan karena siswa terlambat masuk 
sekolah, berbuat gaduh di kelas, berkelahi dengan siswa lain, melakukan 
pelanggaran tata tertib sekolah, merokok, meminum minuman keras, 
berbuat asusila, dan mencuri. Lebih lanjut beliau menyebutkan bahwa 
kekerasan yang diberikan kepada siswa beragam bentuknya mulai dari 
kekerasan psikis seperti dimarahi, distrap pada saat upacara, tidak 
diperkenankan masuk kelas, atau kelas dibiarkan kososng, sampai 
dengan kekerasan fisik seperti ditampar, dipukul, atau dicubit. 
Kebenaran dari hal yang disampaikan oleh Kepala Sekolah SMA 
Negeri 1 Sungguminasa terkonfirmasi setelah penulis juga memberikan 
quisioner yang sama kepada para siswanya. Jawaban yang didapatkan 
tidak jauh berbeda. Namun para siswa mengakui bahwa setiap kekerasan 
yang mereka lihat atau alami sendiri disebabkan perilaku melanggar yang 
mereka atau teman mereka lakukan. Penulis juga mendatangi SMA 
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Negeri 1 Makassar untuk melakukan penelitian yang serupa. Berbeda 
dengan SMA Negeri 1 Sungguminasa, kekerasan terhadap siswa di 
sekolah ini cukup jarang terjadi, setidaknya ini pengakuan yang 
didapatkan dari murid-murid. Dari pihak guru sendiri mengatakan bahwa 
kekerasan fisik sudah lama ditinggalkan sebagai metode untuk mendidik 
siswa. Ibu Rahma menyatakan bahwa jika terdapat siswa yang melanggar 
aturan-aturan sekolah maka sanksi yang diberikan bersifat penghilangan 
hak-hak tertentu, seperti hak untuk masuk ke kelas dan ditahan di ruang 
BK atau biasa disebut skorsing sementara. Namun beliau tidak menyagkal 
bahwa terkadang ada guru yang terlalu emosi terhadap perilaku siswa 
yang cukup kurang ajar sehingga melakukan kekerasan fisik. 
Berdasarkan hasil penelitian penulis kekerasan yang terjadi dalam 
dunia pendidikan dapat terjadi karena beberapa faktor, yaitu: 
1. Faktor Guru  
Ada beberapa faktor yang menyebabkan guru melakukan 
kekerasan pada siswanya, yaitu kurangnya pengetahuan bahwa 
kekerasan baik fisik maupun psikis tidak efektif untuk memotivasi 
siswa atau merubah perilaku, malah beresiko menimbulkan trauma 
psikologis dan melukai harga diri siswa. 
Persepsi yang parsial dalam menilai siswa. Bagaimana pun juga, 
setiap anak punya konteks kesejarahan yang tidak bisa dilepaskan 
dalam setiap kata dan tindakan yang terlihat saat ini, termasuk 
tindakan siswa yang dianggap “melanggar” batas. Apa yang terlihat 
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di permukaan, merupakan sebuah tanda dari masalah yang 
tersembunyi di baliknya. Yang terpenting bukan sebatas 
“menangani” tindakan siswa yang terlihat, tapi mencari tahu apa 
yang melandasi tindakan/sikap siswa. 
Adanya masalah psikologis yang menyebabkan hambatan dalam 
mengelola emosi hingga guru yang bersangkutan menjadi lebih 
sensitif dan reaktif. Adanya tekanan kerja, target yang harus 
dipenuhi oleh guru, baik dari segi kurikulum, materi maupun 
prestasi yang harus dicapai siswa didiknya sementara kendala 
yang dirasakan untuk mencapai hasil yang ideal dan maksimal 
cukup besar. 
Pola authoritarian masih umum digunakan dalam pola pengajaran 
di Indonesia. Pola authoritarian mengedepankan faktor kepatuhan 
dan ketaatan pada figure otoritas sehingga pola belajar mengajar 
bersifat satu arah (dari guru ke murid). Implikasinya, murid kurang 
punya kesempatan untuk berpendapat dan berekspresi. Dan, pola 
ini bisa berdampak negatif jika dalam diri sang guru terdapat 
insecurity yang berusaha di kompensasi lewat penerapan 
kekuasaan. 
Muatan kurikulum yang menekankan pada kemampuan kognitif dan 
cenderung mengabaikan kemampuan afektif. Tidak menutup 
kemungkinan suasana belajar jadi “kering” dan stressful, dan pihak 
guru pun kesulitan dalam menciptakan suasana belajar mengajar 
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yang menarik, padahal mereka dituntut mencetak siswa-siswa 
berprestasi. 
2. Faktor Siswa 
Salah satu faktor yang bisa ikut mempengaruhi terjadinya 
kekerasan, adalah dari sikap siswa tersebut. Sikap siswa tidak bisa 
dilepaskan dari dimensi psikologis dan kepribadian siswa itu 
sendiri. Kecenderungan sadomasochism tanpa sadar bisa 
melandasi interaksi antara siswa dengan pihak guru, teman atau 
kakak kelas atau adik kelas. Perasaan bahwa dirinya lemah, tidak 
pandai, tidak berguna, tidak berharga, tidak dicintai, kurang 
diperhatikan, rasa takut diabaikan, bisa saja membuat seorang 
siswa clinging pada powerful/authority figure dan malah 
“memancing” orang tersebut untuk actively responding to his/her 
need meskipun dengan cara yang tidak sehat. Contohnya, tidak 
heran jika anak berusaha mencari perhatian dengan bertingkah 
yang memancing amarah, agresifitas,atau pun hukuman. Tapi, 
dengan demikian, tujuannya tercapai, yakni mendapat perhatian. 
Sebaliknya, bisa juga perasaan inferioritas dan tidak berharga di 
kompensasikan dengan menindas pihak lain yang lebih lemah 
supaya dirinya merasa hebat. 
3. Faktor Keluarga 
Kekerasan yang dilakukan baik oleh guru maupun siswa, perlu juga 
dilihat dari faktor kesejarahan mereka. Anak yang dididik dalam 
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pola asih yang indulgent, highly privilege (orang tua sangat 
memanjakan anak dan memmenuhi semua keinginan anak), 
tumbuh dengan lack of internal control and lack of sense of 
responsibility. Mengapa? Dengan memenuhi semua keinginan dan 
tuntutan mereka, anak tidak belajar mengendalikan impulse, 
menyeleksi dan menyusun skala prioritas kebutuhan, dan bahkan 
tidak belajar mengelola emosi. Ini jadi bahaya karena anak merasa 
jadi raja dan bisa melakukan apa saja yang ia inginkan dan bahkan 
menuntut orang lain melakukan keinginannya. Jadi anak akan 
memaksa orang lain untuk memenuhi kebutuhannya, dengan cara 
apapun juga asalkan tujuannya tercapai. Anak juga tak memiliki 
sense of responsibility karena kemudahan yang ia dapatkan, 
membuat anak tidak berpikir action-consequences, aksi reaksi, 
kalau mau sesuatu ya harus berusaha. Anak di sekolah ingin dapat 
nilai bagus tapi tidak mau belajar, akhirnya mencontek, atau 
memaksa siswa lain memberi contekan dengan ancaman atau pun 
bribe. 
Orang tua yang emotionally or physically uninvolved, bisa 
menimbulkan persepsi pada anak bahwa mereka tidak dikehendaki, 
jelek, bodoh, tidak baik, dan sebagainya. Kalau situasi ini tidak 
sempat diperbaiki, bisa menimbulkan dampak psikologi, yakni 
munculnya perasaan inferior, rejected, atau lainnya. Unresolved 
feeling of emotionally – physically rejected, membuat anak memilih 
untuk jadi bayang-bayang orang lain, clinging to strong identity 
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meskipun sering jadi bahan tertawaan atau hinaan, disuruh-suruh. 
Atau, anak cenderung menarik diri dari pergaulan, jadi pendiam, 
pemurung atau penakut hingga memancing pihak aggressor untuk 
menindas mereka. Sebaliknya, orang tua yang terlalu rigid dan 
authoritarian, tidak memberikan kesempatan pada anaknya untuk 
berekspresi, dan lebih banyak mengkritik, membuat anak merasa 
dirinya “not good enough” person, hingga dalam diri mereka bisa 
tumbuh inferioritas, dependensi, sikapnya penuh keraguan, tidak 
percaya diri, rasa takut pada pihak yang lebih kuat, sikap taat dan 
patuh yang irrasional. Atau, anak jadi tertekan, karena harus 
menahan semua gejolak emosi, rasa marah, kecewa, sedih, sakit 
hati – tanpa ada jalan keluar yang sehat. Lambat laun tekanan 
emosi itu bisa keluar dalam bentuk agresivitas yang diarahkan pada 
orang lain. 
Jika orangtua mengalami masalah psikologis yang berlarut-larut, 
bisa mempengaruhi pola hubungan dengan anak. Misalnya, orang 
tua yang stress berkepanjangan, jadi sensitif, kurang sabar dan 
mudah marah pada anak, atau melampiaskan kekesalan pada 
anak. Lama kelamaan kondisi ini mempengaruhi kehidupan pribadi 
anak. Ia bisa kehilangan semangat, daya konsentrasi, jadi sensitif, 
reaktif, cepat marah, dan sebagainya. 
Keluarga yang mengalami disfungsi punya dampak signifikan 
terhadap sang anak. Keluarga yang salah satu anggotanya sering 
memukul, atau menyiksa fisik atau emosi, intimidasi anggota 
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keluarga lain; atau keluarga yang sering konflik terbuka tanpa ada 
resolusi, atau masalah berkepanjangan yang dialami oleh keluarga 
hingga menyita energy psikis dan fisik, hingga mempengaruhi 
interaksi, komunikasi dan bahkan kemampuan belajar, kemampuan 
kerja beberapa anggota keluarga yang lain. Situasi demikian 
mempengaruhi kondisi emosi anak dan lebih jauh mempengaruhi 
perkembangan kepribadiannya. Sering dijumpai siswa 
“bermasalah”, setelah diteliti ternyata memiliki latar belakang 
keluarga yang disfungsional. 
4. Faktor Lingkungan 
Tidak dapat dipungkiri bahwa kekerasan yang terjadi selama ini 
juga terjadi karena adanya faktor lingkungan, yaitu adanya budaya 
kekerasan, seseorang melakukan kekerasan karena dirinya berada 
dalam suatu kelompok yang sangat toleran terhadap tindakan 
kekerasan. Anak yang tumbuh dalam lingkungan tersebut 
memandang kekerasan hal yang biasa/wajar. 
Mengalami sindrom Stockholm, sindrom stockholm merupakan 
suatu kondisi psikologis dimana antara pihak korban dengan pihak 
aggressor terbangun hubungan yang positif dan later on korban 
membantu aggressor mewujudkan keinginan mereka. Contoh, 
kekerasan yang terjadi ketika mahasiswa senior melakukan 
kekerasan pada mahasiswa baru pada masa orientasi bersama 
terjadi karena mahasiswa senior meniru sikap seniornya dulu dan 
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dimasa lalunya juga pernah mengalami kekerasan pada masa 
orientasi 
Tayangan televisi yang banyak berbau kekerasan. Jika seseorang 
terlalu sering menonton tayangan kekerasan maka akan 
mengakibatkan dirinya terdorong untuk mengimitasi perilaku 
kekerasan yang ada di televisi. Sebab, dalam tayangan tersebut 
menampilkan kekerasan yang diasosiasikan dengan kesuksesan, 
kekuatan dan kejayaan seseorang. Akibatnya, dalam pola berpikir 
muncul premis bahwa jika ingin kuat dan ditakuti, pakai jalan 
kekerasan. 
Selama ini intervensi khusus dari negara terhadap kejadian tindak 
kekerasan di lingkungan sekolah belum dirasakan efektif. Regulasi yang 
secara khusus dan tegas yang mewajibkan negara hadir dalam mengatasi 
tindak kekerasan di lingkungan sekolah juga hanya sebatas aturan 
normative yang sulit dipraktekkan. Belum ada kanal pelaporan dan 
perlindungan khusus bagi anak yang mengalami tindak kekerasan di 
lingkungan sekolah. Belum ada usaha koordinasi antar pelaku dalam 
ekosistem pendidikan untuk saling mendukung dalam pencegahan dan 
penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan sekolah. Kesemua hal 
tersebut turut menyumbang sebagai penyebab awetnya budaya 
kekerasan di lingkungan sekolah. 
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B. Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Terjadinya Kekerasan 
Di Sekolah 
Secara formal upaya perlindungan anak dan resolusi terhadap 
kekerasan terhadap anak harus dilaksanakan melalui beberapa aturan-
aturan yang jelas, baik melalui undang-undang, peraturan pemerintah 
maupun norma masyarakat yang mengikat. Secara informal harus ada 
semacam kontrol sosial atas tindakan kekerasan yang jelas dan tegas 
terhadap anak, baik di sekolah maupun yang ada di dalam keluarga. Tidak 
jarang seorang anak menjadi ”korban terselubung” dalam lingkungan 
sekolah dan keluarganya sendiri. Ia dipukul, ditendang, dan dilecehkan. 
Kondisi yang memprihatinkan tersebut masih diperparah oleh nilai-nilai 
sosial yang tidak memihak pada anak, dimana orang dewasa, apapun 
yang dikatakannya, tidak boleh dibantah dan harus dipatuhi oleh orang 
yang lebih muda.  
       Dengan penerapan nilai seperti ini, anak ditempatkan dalam posisi 
terbawah, tertindas, terlemah dan menjadi korban yang mestinya 
membutuhkan perlindungan. Akibatnya anak merasa tidak aman, nyaman 
dan tenang justru di lingkungan keluarga tempat dia dilahirkan dan 
dibesarkan. Mendongkrak kualitas anak, dapat dilakukan dengan berbagai 
cara antara lain memberi kesempatan seluas-luasnya pada anak untuk 
mengenyam pendidikan setinggi mungkin sesuai potensi dan bakatnya, 
memberi asupan makan-makanan yang bergizi serta dengan 
memperhatikan kesehatan dan kesejahteraannya. Mereka juga perlu 
diberi kecukupan sandang dan tempat tinggal yang layak serta alat 
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permainan dan informasi yang mendidik. Akan lebih baik bila anak juga 
diberi fasilitas dan kesempatan berolah raga agar terjadi keseimbangan 
antara pertumbuhan fisik dan psikis.  
Tidak boleh dilupakan pula, memberi kebebasan seluas-luasnya 
untuk beraktivitas dan berkembang dengan batasan-batasan tertentu yang 
berpegang pada nilai moral dan agama.  Memberi perlindungan pada 
anak, dapat dilakukan dengan menjauhkan anak dari perilaku kekerasan, 
ketidakadilan dan diskriminasi. Guru dan orang tua juga harus bersedia 
mengasuh, memelihara, dan memberi kasih sayang pada anak dengan 
sepenuh hati. Tidak boleh dilupakan pula, orangtua dan anggota keluarga 
lainnya harus berupaya membangun komunikasi dan hubungan yang 
harmonis dengan anak, serta berusaha mendengarkan dan menghargai 
anak. Dengan demikian anak akan merasa tenteram dan terlindungi, jauh 
dari rasa was-was, khawatir dan takut. 
Usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk mencegah tindak 
kekerasan di sekolah antara lain: 
1. Upaya yang dilakukan oleh sekolah dalam mencegah tindak 
kekerasan salah satunya menerapkan pendidikan tanpa 
kekerasan di sekolah. 
2. Mensosialisasikan tindakan-tindakan yang tergolong sebagai 
kekerasan terhadap anak beserta peraturan-peraturannya.  
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3. Mensosialisasikan pada anak bahaya kekerasan yang 
mengancam mereka sehingga anak dapat menghindari bahaya 
kekerasan.  
4. Memberi dorongan kepada siswa untuk melaporkan kekerasan 
yang di alami. Beri pemahaman kepada siswa bahwa 
melaporkan tindak kekerasan di sekolah akan mencegah akibat 
yang lebih buruk. Pencantuman nomor telepon guru atau kepala 
sekolah, di sudut-sudut sekolah memudahkan siswa untuk 
melaporkan tindak kekerasan. Lindungi dan berikan 
penghargaan siswa-siswa yang melaporkan tindak kekerasan.  
5. Menjalin komunikasi yang efektif antara orangtua dan guru. 
Komunikasi antara guru atau kepala sekolah tidak hanya 
sebatas masalah akademik atau keuangan saja tetapi yang 
lebih dalam menyangkut aktivitas anak di sekolah. Aktivitas 
siswa baik kegiatan intra kurikuler ataupun ekstra kurikuler 
dapat dijadikan topik dalam menjalin komunikasi dengan orang 
tua siswa.  
6. Orangtua menerapkan pola asuh yang menekankan dukungan 
daripada hukuman. Hukuman tidak selamanya efektif 
membangun karakter siswa. Tidak sedikit hukuman yang 
menimbulkan ketakutan, trauma dan dendam pada siswa 
sehingga menimbulkan gangguan psikologis bagi siswa. 
Menyadarkan orang tua dan pendidik tentang pentingnya 
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pendekatan yang memotivasi siswa untuk berubah adalah hal 
yang sangat penting.  
7. Penegak hukum harus lebih serius menindak lanjuti laporan - 
laporan kekerasan terhadap anak hingga tuntas. 
Resolusi lain yang dapat dilaksanakan adalah dengan kembali 
menjalin komunikasi yang baik antara pelaku kekerasan dengan obyek 
kekerasan, bila subyeknya guru langkah-langkah resolusi yang dapat 
dilakukan adalah:  
1. Memperlakukan siswa sebagai manusia sederajat. 
2. Mengetahui apa yang disukai siswa, cara pikir mereka, dan 
perasaan mereka mengenai hal-hal yang terjadi dalam 
kehidupan mereka. 
3. Mengetahui jal yang menghambat para siswa dalam 
memperoleh hal yang benar-benar mereka inginkan. Jika 
memang guru memang tidak mengetahui hal yang diinginkan 
siswa, maka sebaiknya ditanyakan kepada siswa. Hindari 
sejauh mungkin sikap sok tahu. 
4. Berbicara dengan jujur kepada para siswa dengan cara yang 
membuat mereka mendengarkan dengan jelas dan halus. 
5. Melakukan kegiatan yang menyenangkan bersama para siswa. 
Tindak kekerasan yang dilakukan di lingkungan sekolah maupun 
antar sekolah, dapat mengarah kepada suatu tindak kriminal dan 
menimbulkan trauma bagi siswa. Untuk meningkatkan penyelenggaraan 
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pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan perlu dilakukan 
upaya pencegahan, penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan 
sekolah. Berdasarkan hal itu Kemendikbud juga telah menerbitkan 
Peraturan Menteri No. 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Dan 
Penanggulangan Tindak Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan. 
Dalam ketentuan ini pencegahan tindak kekerasan di lingkungan sekolah 
dilakukan oleh peserta didik, orangtua/wali peserta didik, pendidik, tenaga 
kependidikan, satuan pendidikan, komite sekolah, masyarakat, 
pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, dan Pemerintah sesuai 
dengan kewenangannya. Secara sederhana ketentuan hukum dalam 
Permen ini dapat dijelaskan dalam skema di bawah ini: 
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Skema 1. Pencegahan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Pemerintah 
Daerah 
Kemendikbud 
(1) Wajib memasang PAPAN 
INFORMASI tindak kekerasan 
di serambi sekolah yang 
mudah dilihat dan memuat 
informasi untuk pelaporan 
serta permintaan bantuan; 
(2) Guru/kepsek wajib segera 
melaporkan kepada 
orangtua/wali jika ada 
dugaan/gejala kekerasan; (3) 
Menyusun, mengumumkan 
dan menerapkan Prosedur 
Operasi Standar (POS) àberisi 
langkahlangkah wajib warga 
sekolah untuk mencegah 
tindak kekerasan; (4) 
Membentuk tim pencegahan 
kekerasan: dari unsur guru, 
siswa dan orangtua; (5) 
Bekerjasama dengan 
lembaga psikologi, pakar 
pendidikan dan organisasi 
keagamaan untuk kegiatan 
yang bersifat edukatif. 
(1) Membentuk Gugus 
Pencegahan Tindak 
Kekerasan (permanen)yang 
terdiri dari: guru, tenaga 
kependidikan, perwakilan 
komite sekolah, organisasi 
profesi psikolog, perangkat 
daerah pemda setempat, 
tokoh masyarakat/agama; 
(2) Mengalokasikan 
anggaran untuk 
pelaksanaan tugas gugus 
pencegahan. (3) 
Bekerjasama dengan 
aparat keamanan dalam 
melakukan sosialisasi 
pencegahan kekerasan; (4) 
Melakukan pemantauan 
setiap enam bulan 
terhadap upaya sekolah 
dalam mencegah dan 
menanggulangi tindak 
kekerasan, serta 
mengumumkan secara 
terbuka hasil pemantauan. 
(1) Membuat kanal 
informasi dan 
pengaduan melalui 
sekolahaman.kemdikbu
d.go.id yang berisi 
informasi terkait tindak 
kekerasan yang terjadi 
di sekolahsekolah, juga 
layanan pengaduan; (2) 
Menetapkan panduan 
untuk gugus tugas 
pencegahan, panduan 
penyusunan POS untuk 
sekolah; (3) 
Memastikan sekolah 
dan pemerintah daerah 
telah melakukan upaya 
pencegahan. 
Sekolah 
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Skema 2. Penanggulangan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
(1) Melaporkan kepada 
orang tua/wali siswa 
setiap terjadi 
kekerasan, serta 
melapor kepada dinas 
pendidikan dan aparat 
penegak hukum dalam 
hal yang 
mengakibatkan luka 
fisik 
berat/cacat/kematian; 
(2) Melakukan 
identifikasi fakta 
kejadian dan 
menindaklanjuti kasus 
secara proporsional 
sesuai tingkat 
kekerasan; (3) 
Menjamin hak siswa 
tetap mendapatkan 
pendidikan; (4) 
Memfasilitasi siswa 
mendapatkan 
perlindungan hukum 
atau pemulihan. 
(1) Wajib membentuk 
tim ad hoc 
penanggulangan yang 
independen untuk 
melakukan tindakan 
awal penanggulangan, 
juga berkoordinasi 
dengan aparat penegak 
hukum. Tim ini 
melibatkan tokoh 
masyarakat, pemerhati 
pendidikan, dan/atau 
psikolog; (2) Wajib 
memantau  
dan membantu upaya 
penanggulangan tindak 
kekerasan oleh sekolah; 
(3) Menjamin 
terlaksananya 
pemberian hak siswa 
untuk mendapatkan 
perlindungan hukum, 
hak pendidikan, dan 
pemulihan yang 
dilakukan sekolah. 
(1) Membentuk tim 
penanggulangan 
independen terhadap 
kasus yang menimbulkan 
luka berat/cacat 
fisik/kematian atau yang 
menarik perhatian 
masyarakat; (2) 
Mengawasi dan 
mengevaluasi 
pelaksanaan 
penanggulangan oleh 
sekolah dan pemerintah 
daerah; (3) Memastikan 
sekolah menindaklanjuti 
hasil pengawasan dan 
evaluasi. 
Pemerintah 
Daerah 
Kemendikbud 
Sekolah 
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Skema 3. Sanksi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
(1) Sanksi kepada Siswa: 
teguran lisan/tertulis 
(yang menjadi aspek 
penilaian sikap di rapor 
dan menentukan 
kelulusan atau kenaikan 
kelas), dan tindakan lain 
yang bersifat edukatif 
(seperti konseling 
psikolog/guru BK). (2) 
Sanksi kepada Guru dan 
Tenaga Kependidikannya: 
teguran lisan/tertulis (jika 
ringan), pengurangan hak, 
pembebasan tugas, 
pemberhentian 
sementara/tetap dari 
jabatan atau pemutusan 
hubungan kerja (jika 
kejadian berulang/luka 
berat/cacat 
fisik/kematian). 
(1) Sanksi dari Pemda 
kepada Guru dan Tenaga 
Kependidikan (Sekolah 
Negeri): teguran 
lisan/tertulis (jika ringan), 
penundaan atau 
pengurangan hak, 
pembebasan tugas, 
pemberhentian 
sementara/tetap dari 
jabatan (jika kejadian 
berulang/luka berat/cacat 
fisik/kematian). (2) Sanksi 
dari Pemda kepada 
Sekolah: pemberhentian 
bantuan, penggabungan 
(untuk sekolah negeri), 
penutupan sekolah. 
(1) Merekomendasikan 
penurunan level 
akreditasi sekolah;  
Pemberhentian bantuan 
(pengurangan tunjangan 
profesi guru, tunjangan 
kinerja, dll) kepada 
kepala sekolah, guru; (2) 
Merekomendasikan 
pemberhentian guru, 
kepala sekolah, kepada 
Pemda atau yayasan; (3) 
Merekomendasikan 
kepada Pemda untuk 
melakukan langkah-
langkah tegas terhadap 
permasalahan berulang 
(misal: penutupan 
sekolah, relokasi, 
penggabungan, dan 
sebagainya. 
Pemerintah 
Daerah 
Kemendikbud 
Sekolah 
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Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita 
bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh 
dan berkembang, berpartisipasi, serta berhak atas perlindungan dari 
tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Oleh 
sebab itu anak harus dilindungi dan dijauhkan dari tindak kekerasan tak 
terkecuali di dalam dunia pendidikan. Perilaku kekerasan semakin hari 
semakin nampak, jika hal ini dibiarkan, tidak ada upaya sistematik untuk 
mencegahnya, tidak mustahil sebagai bangsa akan menderita "kerugian" 
karena kekerasan tersebut. Dunia pendidikan akan menuai akibat buruk 
dari maraknya perilaku kekerasan di masyarakat baik dilihat dari kacamata 
nasional maupun internasional. Lahirnya skema hukum seperti di atas 
diharapkan dapat meminimalisir kekerasan yang terjadi di lingkungan 
sekolah. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis menarik 
kesimpulan, yaitu: 
1. Faktor penyebab terjadinya kekerasan di lingkungan sekolah ialah 
perilaku dari siswa sendiri yang melanggar tata tertib sekolah 
sehingga membuat guru terkadang mengambil tindakan-tindakan 
kekerasan. Meskipun begitu terkadang guru juga mengalami beberapa 
tekanan kerja dan emosi sehingga langsung mengambil keputusan 
untuk melakukan kekerasan fisik kepada siswa. 
2. Upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan di lingkungan 
sekolah dapat dilakukan selain menerapkan Permendikbud dengan 
efektif juga dengan menerapakan pendidikan tanpa kekerasan, 
mengutamakan dukungan terhadap potensi siswa bukan hukuman,  
mensosialisasikan konsekuensi apabila melakukan tindakan 
kekerasan, menjalin komunikasi dengan orang tua siswa, dan 
membangun suasana pendidikan yang kreatif dan menyenangkan 
bagi siswa. 
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B. Saran 
Adapaun saran dari penulis yaitu: 
1. Diperlukan pemahaman yang sungguh-sungguh oleh semua pihak 
terkait bahaya dari kekerasan di lingkungan sekolah. Hal ini supaya 
semua konsep dan aturan hukum mengenai pencegahan dan 
penanggulangan kekerasan di lingkungan sekolah dapat 
dilaksanakan dengan efektif. 
2. Diperlukan langkah-langkah kreatif dari pihak sekolah untuk 
menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan siswa 
agar terhindar dari langkah represif yang dapat berujung pada 
kekerasan terhadap siswa. Hal ini guna membiasakan tidak adanya 
perilaku kekerasan dalam lingkungan sekolah. 
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